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BAB 1 

PErnAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank Indonesia se!aku bank sentral, atas dasar dan dengan bertandaskan 

u7ewang dan tugas dalam UU No. 10 Tahm 1998 tmiang pe~bahan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 

serta LW No. 33/99 &kri wewenang melait&-an pernbinaan dan pengawasan atas 

semua jenis bank yang berada di Indones~a. 

Sebagti basan dari keselrmhtn sigm &anmi suatu mgam maka 

stabilitas moneter hams selalu tejaga. Karena hat ini akm memperiancar r& 

perekonomian satu negm smam keselimhn sehingga diperlllkan satu lembagzi 

yang secara khusus rnenjadi stabilitas rnoneter. Kesadaran tercennin &lam UU 

No 13 tah~m 1968 yang menyebutkan hahwt Bank Indoqesia adalah Imbaga 

negara yang krtugas meiaksanakan kebijakan rnoneter, yang keberadaamya 

dinyatakan dalam UUD 1945 p a d  23 yang da1m penjelasannya menyatakm 

Bank Indonesia rnempunyai kedudukan yang khusus, yaknt sebagai satu-stunya 

lemhga ymg d i h i  b k  rnonapli oleh engara, dimana Rank Jndmesia, 

benvenang untuk menerbitkan, mengel~mrkan, dan mengatur perehran macam 

dm harga mata uacg. 

Pada UU No. 13 Tahun 1968, petan dan tugas utama Bank Indonesia 

difokuskan p d a  tga sub s i s t m  perekmonian Tiga sub Gstm tersebut terdiri 



dari moneter perbankan dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tugas tesebut 

akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indoensia mencapai tujuan utamanya 

yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai rupiah, sebagaimana 

dipertegas kembali dalam pasd 7 dan 8 UU No. 23 Tahun 1999 tentm$ Bank 

Indonesia. Fungsi utama Bank Indonesia di sub sistem moneter meliputi 

pengendalian moneter dengan jalan merumuskan dan melaksanakan kebijakan- 

kebijakan bidang moneter, nilai tukar, serta memelihara dan mengelola devisi 

nasiond, Fungsi utama dI sub sistem perbankan berupa mengatur dan mengawasi 

sistem perbankan. Selanj utnya fmgsi utama di sub sistem pembayaran meliputi 

pengaturan dan mengawasi sistem pembayaran serta mengelola dan mengedarkan 

uang kartal. 

Untuk menjdankan fungsinya dalam pengendalian moneter Bank 

Indonesia menetapkan kebijakan-kebij akan ekonomi makro yang bertujuan 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja yang tinggi, 

inflasi yang rendah, serta neraca pembayaran yang mantap. Di bidang moneter, 

kebijakan-kebijakan bank &&an untuk mendd-ung pertcapasan tujuan 

kebijakan ekonomi malcro tadi, serta mendukung pencapai tujuan pembagunan 

nasional. 

Fungsi utama Bank Indonesia 1 dalam perbankan d i l a k s h  rneldui 

pengaturan dan pengawasan dengan tujuan menciptakan perbankan yang sehat, 

mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara 

wajar serta bermanfaat bagi perekonomian. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 



tersebut, Bank Indonesia diberikan wewenang memberikan izin operasional bank, 

mengatur dan mengawasi sistem perbankan dilakukan dengan mengeluarkan 

kebijakan pemberian keleluasaan trerusaha namun tetap berpegang pada prinsip 

kehaii-hatian. Pendekatan lainnya bank ddorong untuk melaksanakan secara 

konsisten, ketentuan yang intern yang dibuat sendiri. 

Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional itu dilakukan 

dengan mengurangi resiko kredit dm iikuidtas antar bank, mengurangi resiko 

sistematik, meningkatkan kebijakan moneterisasi ekonomi, meningkatkan 

efisiensi dan kepastian nilai transfer yang terjadi di sektor riil, serta meningkatkan 

penyebaran manfaat pengembangan ekononri nasioml.' 

Selma ini d a l m  mengendalikan stabilitas moneter, Bank Indoensia 

selalu melibatkan lembaga-lembaga Iain. Baik lembaga yang be& di 

lingkung-an intern ataupun di luar Bank Indonesia yang masing-masing merniliki 

fungsi dan pengaruhnya dalam proses pengendalian moneter. Secara langsung ha1 

ini turut menentukan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. 

Lemb* intern Bank Indonesia yang khusus bertanggung jawab 

mengendalikan dan menjaga stabilitas moneter, Urusan Ekonomi dan Statistik 

(URES), Urusan Devisa, Urusan Pasar Uang dan Giralisasi berada dibawah 

Dewan Direksi Bank Indonesia. Dan sekarang ini URES drubah menjadi Urusan 

1 Didik J. Rachbini Gan Suwidi Tono dkk, h k  bldonesiu rne~uju lndepede~~si bcnik Sentral, 
Mardi Muluo, Jakarta, 2000. 



Riset Ekonomi dan Moneter (UREM), serta Urusan Statistik Ekonomi (USEM). 

Dua lembaga inilgh yang berperan untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas 

moneter. Perubahan terjadi pada Urusan Pasar Uang dan Giralisasi yang 

menyesuaikan dengan pengembangan tugas menjzd Untsan Operasi dan 

Pengendalian Moneter, lernbaga ini di luar Bank Indonesia. Dewan Moneter 

terdiri dari Menteri keuangan sebagai Ketua, Gubernur Bank Indonesia, Menko 

Ekuin dan Ketua Bappenas sebagai anggota. 

Dewzn Moneter yang dominan dan orang pemerintah dalarn pengambilan 

kebijakan-kebijakan lebih sering menguntungkan pemerintah, sehingga talc jarang 

kebijakan yang diambil akhirnya tak luput dari konflik kepentingan. Selain itu 

juga di intern Bank Indonesia Lembaga UREM dan USEM mempunyai pengaruh 

yang besar dalam proses penangkapan masalah moneter hingga perurnusan 

rekomendasi dan usulan. Empat urusan lain di bidang moneter yaitu Urusan 

Operasi Pasar Uang dan Moneter (UOPM), Urusan Luar Negeri (ULN), Urusan 

Devisa (UD), dan Urusan Kredit (UK) juga bertanggung jawab untuk segera 

menginformasikan setiap terjad pernasalahan moneter di &wan kerjanya 

masing-masing kepada d e w a ~  Direksi Bank Indonesia. Pennasalahan yang h a m  

ditangkap oleh setiap m a n  di bawah Bidang Moneter juga termasuk 

menanggapi isu-isu dan polemik menyangkut kebijakan-kebijakan moneter yang 

djalankan Bank Indonesia. 

Selesai UREM dan USEh4, ada lernbaga lain yang besar penganrhnya 

dalam menangkap pernasalahan moneter yaitu U m n  Pengaiuran dan 



Pengembangan Perbankan (UPPP), Urum Pengawasan Bank Umum (UPB) dan 

Unisan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (UPBPR). Sayangnya antara 

Jembaga-Iembaga di sektor moneter clan perbankan selama ini ti& selalu terjalin 

koordinasi yang baik. Alubatnya sering terjadi kebijakan yang djalankan oleh 

urusan di bidang moneter justru berdampak kontra produktif bagi kebijakan yang 

sedang dilaksanakan oleh urusan di bidang perbankan atau juga sebaliknya. 

L~mahnya kmrdinasi Oan tidak sinkrmnya kehijakan yang ditempuh oleh 

setiap wusan di bidang moneter dan perbadcan i ty  tentu saja ntempersulit tindak 

lanjut pe-m pennasalahan yang telah berhasil diidentifikasikan oleh 
., ,, 

masing-masing w a n .  

Tapi permasalahanoya tidak hanya terletak pada kmrchasi internal di 

Bank Indanesia. Cepatnya liberalisasi sektor keuangan, khususnya perbankan, 

serta besamya arus dana dari luar new alciht gktbd- myebabkan 

pengn85llian moneter semakin sulit. Sebelurn deregulasi 1988, jxrbankan praktis 

berada dalam ken& pemamhb dengan memhiakuican pengawam kebismta 

medxu%i ehpansi perhmkm. Namm x&.lah deregdasi 1988 teM 

mernungktnkan b e r h y a  bank-bank bwri, s e h g u  h e &  dari taisi dzm 

~~ kebijakaa IIII s e n w  yaknj pJisa,si Jemhaga ke~~aagan atau perbankan 

agar pelaku-pelakvnya JIX&I!D hanyak Se- jumlah bank-bank yang ada 

jumlahnya semakin banyak, 0- 1992 ada xkitar 208 bank mum dart 

jumlah ini tern menin* hi~gga tahm 2997 ada sekitar 222 bank mum. 

JmJah yang ada saat inj telah menyllsut karma adanya Ijlslljdai ataupun merger 



yang ciilakukan oleh Bank Indonesia. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah, 

membuat perbankan bebas mencari dana sendiri langsung dari luar negeri. Yang 

berarti ekspansi moneter semakin pesar pertumbuhannya, demikian pula dengan 

laiu lintas modal yang semakin cepat pergelakannya. Dan ternyat2 ha1 ~ni 

membawa ciampak yang kurang menggembirakan bagi dunia usaha, yaitu naihya 

inflasi. Keadaan ini disebabkan pertambahan uang yang beredar telah disalurkan 

perbankan menjadi kredit yang tidak seluruhnya digunakan untuk sektor 

produktif. KreQt ini dengan cepat berubah menja& permintam efektif yang tidak 

Qsertai kenaikan tingkat produksi barang d m  jasa, sehingga menjadi pendorong 

naihya tingkat inflasi.' 

Selain itu juga, ketika Bank Indonesia merninta lapran keuangan dan 

bank-bank maka laporan yang diberikan bank-bank tersebut yang baik-baik saja. 

K r d t  macet dikatakan lancar kalaupun ada kredit macet dilaporkan maka 

nilainya hanya sekedar untuk mengesankan bahwa laporan keuangan yang 

disusun sudah benar-benar sesuai kondsi riil. Hal ini dilakukan dengan dasar 

untuk men&ndari sanksi administrasi dari Bank Indonesia. Alhasil mekanisme 

peringatan dini dengan mengandalkan laporan keuangan bziidc yang diterima Bank 

Indonesia tidak optimal. Ini menyebabkan Bank Indonesia sering terkecoh 

mengenai keadaan suatu bank. Yang kelihatan sehat, ternyata tidak sehat sehingga 

sulit bagi Bank untuk melakukan pengawasan terhadap bank. 



Timbul kepanikan di masyarakat ketika pada 1 November 1997 Bank 

Indonesia menutup 16 bank, yang beruntizt ketidak percayaan masyarakat pada 

bank-bank pada awal tahun 2005 ini luta rnenyaksikan kasus Bank Global yang 

merugkan nasabahnya. Hal ini karena tidak ada jaminan dana dcposan bagi agar 

Bank nasabah yang ba thya  ditutup. Akhirnya atas desakan berbagai pihak 

Indonesia segera membayar uang nasabah dan meminta Bank Indonesia untuk 

tidak lagi menutup atau melikuidasi bank-bank yang ada. Penyelamatan bank 

adalah langkah yang &ambil oleh Bank Indonesia, tem.a.suk juga memperluas 

fungsinya sebagai lender of last resort mulai dari membantu rnengatasi kesulitan 

likuidasi jangka pendek, sehingga membantu rnengatasi masalah solvabilitas yang 

d~hadapi b a n k - u  

Sulitnya pengawasan dan pembinaan yang &lakukan oleh Bank Indonesia, 

juga disebabkan faktor lain seperti tekanan yang berasal dari IMF, pemerintah dan 

juga perangkat hukumnya sendiri yang masih lemah. Dan setelah keluarnya 

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengawasi bank 

&lepas dan diserahkan pada lembaga keuangan independen. Namun selama 

belum terbentuk sarnpai akhir 2002 maka, pengawasan akan tetap dilakukza oleh 

Bank Indonesia. 

Pada saat penggodokan RUU ini, timbul perdebatan sen& antara DPR 

dengan pemerintah mengenai tugas pokok Bank Indonesia. Disebutkan dalam 

pasal 10 huruf b bahwa Bank Indonesia benvenang menetapkan sasaran-sasarmq 

rnoneter dengan rnemperhatikan laju inflasi yang ditetapkan. Tetapi karenzt saat 



itu di kalangan DPR mmaruh perhatian yang cukup besar terhadap gejolak nilai 

tukar rupiah, rnaka Bank Indonesia dirnina ikut bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan kurs yang termaktub dalam pasal tersebut. 

Selain itu juga timbul perdebatan sengit mengenai pasal-pasal pengaturan 

dan pengawasan perbankan. Dan akhirnya dipusatkan untuk memisahkan lembaga 

pengawasan bank dari bank sentral paling larnbat 2002, perdebatan yang te rjadi 

adalah menvangkut kapabilitas, pengalaman, kredibilitas, dan integritas, lernbaga 

yang akan dl bentuk. Se bagian pihak berpendapat, fungsi lembaga pengawasan 

sama dengan lembaga yang mmdi tkan  izin pendirian bank dan karma itu lebih 

balk disatukan untuk rnenjarnin konsistensi &lam rnenjatuhkan sikap atau 

penilaian kepada bank. Selain itu sumber daya dan pengalaman merneriksa bank 

selama ini terakumulasi dan &pat dikatakan telah menjadl asset Bank Indonsia. 

Dan ada kekhawatiran ini akan membutuhkan walctu yang cukup lama &lam 

membentuk lernbaga yang independen yang rnemiliki integritas dan kapabilitas 

setara Bank Indonesia. 

Alasan lain yang dikemukakan adalah, cakupan dan rentang tugas Bank 

Indonesia sudah demikian besar daii has, sehingga h g s i  itu dianggap akan 

rnenarnbah beban Bank Indonesia. Dan dengan pertimbangan bahwa fimgsi 

pengawasan bank akan disatukan dengan lembaga keuangan non bank seperti 

asuransi, yayasan dana pensiun, perusaham sekuritas, modal ventua, dm 

pmsahaan pembiayaan, maka fimgsi tersebut akhirnya dicabut dari Badc 

Indonesia. 



Selama lemhaga independen kllm tdmtuk maka fungsi tersebut akan 

tetap berada di t a q p  Bank Indonesia Dan jika nantinya telah terbentuk lembaga 

mengawasi perbankan maka diperlukan suatu amandemen terhadap UU No. 10 

Tahun 1998 tentang perubahan UU Perbankan No. 7 Tahm 1992 p d  29 ayat I 

dan pasal 3 1, yang menya'akan bahwa pembinaan pengawasan, dan pemeriksaan 

d i l h k a n  oleh Rank hdmes ia  J3d jnj perlu dilaki~kan agar tidak terjadi turnpang 

tindih terhsidap pengawasan perbankan. 

Pengawasan bank terdiri dan tiga unsur pokok yaitu pengawasan eksternd 

yang dilakukan oleh Bark Indonesia, pengawasan internal oleh manajemen dan 

pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan ekstemal yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia meliputi empat kewenangan yaitu : Power to Regulate, Power to 

Luence, Power to Controi dan Power to Impose Sunctron. 

Integritas dan efektivitas proses pengawasan bergantung kepada 

kebebasan pengawas dari pengaruh pertimbangan politik, selama ini independensi 

yang dimiliki oleh Bank Indonesia sangat minim sekali karena lebih kental dan 

kentara adanya campur tangan pemerintah. 

Disarnping itu, &lam proses pengawasan hubungan antara pengawas dan 

bank harus didasarkan pada adanya kerjasama yang baik. Hat utama dalam 

ke rjasama tersebut adalah Bank hams bersikap jujur dm terbuka. Ke rja sama dan 

keterbukaa~ d~pat rnpnqegah aktivitas kejahatan perbankan. 

Dengan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik menulis tesis 

yang berjudul : "FUNGSI DAN PERANAN BANK INDONESIA DALAM 

MJ3LAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK 

BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO. 23 TAHIJN 1999". 



B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masaiah seperti tersebut di atas dan agar penulisan 

tesis jni dapat terarah, maka penulis rnemmuskan beberapa masdah pokok 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana fungi clan peranan Bank I n d ~ h  terfiadap ~ m b i n a a n  dan 

pengawasan bank ? 

2. Upaya apa yang dilakukan Bank Indonesia dalam melakukm pembinaan dan 

pengawasan Bank ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tuj uan Penelitian 

1. Untuk mengetahu~ fungsi dan peranan Bank Indonesia dalam mdakukan 

pembinaan dan pengawasan bank. 

2. Untuk mengetahui upaya apa yang &lakukan oleh Bank Indonesia dalarn 

melakdcan pembinaan dan pgawasan terhadap Bank 

Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan sumhangan pemikiran khususnya mengenai fimgu d m  

perm Bank lndonesia dalatn mddmkan pengawasan dan pembmaan. 

2. Dapat menambah literatur yang ada s e l w  ini. 



D. Kerangka Teori 

Bank Indonesia merupakan bank miIik negara dan mempakan Badan 

Hukum yang krhak mdaJdan tugas dan usaha bedasarkan undang-undang 

Bank Indonesia. Bank Indonesia b e r k e W m  serta berkantor pusat di ,Talcart2 

dan mempunyai kantor-kantor diseluruh wiIayah RepubIik ~ndonesia.' 

Menumt pasal 4 ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

Rank Jndonesia addab Iemhgz negara yang independen hedxs dari campur 

tangan pemerintah clan atau pihak-pihak larnnya, k e c d i  untuk hal-hl yang 

secara tegas diatur dalam undang-undang. 

Dari pengertian tersebut diatas &pat diamb~l kesimpulan sebagai berikut . 

J Rank Jndnnesia adalah Bank Sentrzl. 

2 Bank Indonesia add& !embaga Eegara ymg rmiepnden dar! hehas da i  

zampur tangan pemerintah, oleh karma itu chpimpm oleh seorang Gubernur 

yang jabatannya setjngkat menten'. 

Dalm LJndang-undang Nomor 13 tentang Bank Sentrai antara iain 

ditentukan b h  Bank S M  mequnyai tugas mtuk : 

(a) _Menb@m, menjaga d m  memelihara kestabilan nilai rupiah. 

(b) Meningkatkan kelancaran produksj d m  pembmgman serta memperjuas 

kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 



Adapun tugas Bank Indonesia selaku Bank Smtral sep&i yang ter&"pat 

dalam rtndaag-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dalam ha1 Bank Indonesia 

membjna dm mengawasi kehidupn perbankan di Indonesia adalab sebagai 

berikut : 

(1 ) Ketentuan tentang kesehatan bank. 

(2) Meminta penjelasan dan keterangan. 

(3) Melakukan perneriksaan buku-huku, krkas Can dakurnen perbankan. 

(4) Melakukan pemenksaan secara berkals atau ~nsidentjl. 

(5 )  Mmberikan laporan kepada Dewan Moneter. 

(6) Menetapkan persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank. 

(7) Memjnta hank-hank mhk menyarnpakin n e w  peshitungan laba mg~ 

serta laporan lamnya 

(8) Menetapkan tata cara p e r n b m  dan pengumurnan dan @lhmgan l a b  

rugi bank. 

(9) Menetapkan pengecualian bagi bank perkreditan untuk diaudit. 

(10) Melakirkan tindakan penyelamtan jika suaiu bank rnembahayakan 

keselamatannya. 

(1 1) Mencabut izin suatu bank clan memerintahkan likuidasi. 

Kredit li kuiditas adalah kredit yang di benkan oleh Bank Indones~a sebaga 

hank senfral dalam fimgqinya ,sebagai banker hank. Kredit yang &&rikan 

bentdmya berupa h d i t  Jikujd~tas grla i  I J ~ ~ J I ~  dalm ran& , p e m k a n  kredtt 

oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya. Sedangkan dalam hngsinya 



sebagai lender of last rsorr, Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas guna 

mengatasi kesulifan likuiditas bank yang mengalami keadaan daruraf 1 ( P a s a l e  75 

ULJ Bank Sentral). 

Kredit likuiditas danirat dibedakan dalarn dua jenis yaitu : 

1. Kredit likuiditas dannat m u m ,  yaitu kredit yang disediakan Bank Indonesia 

kepada bank-hank yang mengalami ksrrlitan likuiditas sebagai akibat dari 

~.rubaha.n yang men* di l u x  kekwsan bank. 

2. Kredit likuiditas cianuat khusus, yaitu kredlt yang diberikan oleh Bank 

lndonesia kepada bank-barii yang mengalami kesulitan di dalam faktor-faktor 

intern. 

Secara fundamental tujuan llakukannya pengawasan terhadap bank 

adaiah : 

a. Berkattan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas 

sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena 

sebaw sumber dana tujuan dasu bank add& rnemberikan jasa keuangax. 

Kehadiran bank yang tidak sehat dapnt mengancam integritas sistem 

perbankan harus ditutup melalui evaIuasi .pe.mmksaan. terhadap kecukupan 

modal, kualitas aset, rnanajernen, posisi likuiditas dan kemampuan 

pendapatan, 

b. Perneriksaan langsung secm. berkala merupakan l a n w  terhik untuk 

menefitukan ketaatan bank kdmdap k t m n  penmdang-undangan. 



c. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah ymg tidak dapat 

diperbaiki dan yang semakin membun~k, sehingga biaya penyelamatan atau 

pem bayaran terhadap nasabah penyim pan. 

d Perneriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang benttllr, 

tingkat kem-iusan dan akibat dari suatu masalah bagi b d  dan mernbenkan 

fakta dasar bagi langkdh-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan 

perintah. 

E= Metode Penelitian 

1. Type penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian h u h  normatif 4. 

2. Bahan atau Materi Peneiitian 

a. Bahan Huicurn Pnmer : yaitu bahan ymg mempunyai kekuatan mengrkat 

seperti noma Oasar dan peraturan perundang-undangan meliputi : 

1) Undang-mdang Nomor 13 tahm 1968 

2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

3) Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 

4) Undang-undang Nornor 3 bhun 2004 

4 Joko P. Subaiao, h4etde  Penelitian D a h  Tiori dart Prakiek, Rineka Cipta, Jakarta. 1994, 
hzl. 31 



b. Bahan hukum sekunder : yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum dimaksud disin! tidak 

mengikat. k h a n  hukum &under terdiri dari : 

1) Berbagai hasil kesimpulan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. 

2) Berbagai kepustakaan mengenai Bank Indonesia. 

3) Hasil-hail penelitian. 

c. Bahan hukum tersier : yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua 

bahan d atas, yang terdri dm : 

1)  K m u s  Hukum 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

3) Karnus Bahasa Inggris 

4) Berbagai Majalah dan Surat Kabar. 

3. Alat dan Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen 

dpelajari bahan-bahm hukurn yang merupakan data sekunder. Pertama-tama 

dihimpun semua peratman-peraturan yang b k a i t a n  demgan bidang hukum 

yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih 

asas-asas, doktnn dari ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh 

dsusun dalam sebuah kerangka secara sistematis selngga memudahkan 

&lam melaksanakan pcnelitian. 



4. Tektmik Analisis Data 

Eata sekunder yang telah dipilih rnelalui studi kepustakitan seperti 

tersebut di atas, kemudian disusun secara sistemtis, sehingga diperoleh 

garnbaran yang m e n y e l w i  mengenal a d  hukuw., kaidah hukum dan 

ketentuan hukum yang k k a i t a n .  Selanjutnya data penelitian yang dipe~oleh 

dianalisis secam kualitatif m a r a  logis dan mendalarn. Data yang diperoleh 

rnelalui penelitian akan dikaji secara mendalarn sebagai suatu kajian yang 

komprehensif Hasil analisis akan disajikan secara deshptif  malitis. 
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BAB 11 

TZNJAUAN UMUM BAN# INDONESIA 

A. Fungsi dsn Peran Pengtwasan pada 3noc;iiya 

1. Kepea tingan Pemerintah terhadap Pengawamn Baa k 

Setiap negara berkepentingan dan rnenaruh perhatian yang besar terhadap 

fimgsi dan peran penga\asan bank yang harus di1ak.h oleh Pemerintah. Sebab, 

bank sebagai lembaga kepercayaan merniliki karakter yang unik dibanding jenis 

usaha !ainnya. Dm, bznk dalam kesatuannya dengan sistern perbankan merniliki 

peran sentral dan strategis dalsm rnenggeraktubuhkan perekonomian suatu 

negara. 

Tujuan inti dari pengawasan bank adalah melindungi kepenhngan 

masyarakai penyimpan (deposan dan kredihn) yang mempercayakan chianya 

pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank 

sesuai dengan sifat, jenis, d m  cara pembayaran yang telah dijanjikannya. Tujuan 

tersebut dapai dicapai, blla bank melakukan kegiatan usahanya berdaszrlcan asas 

usah bank yang sehat dan dauat dipxhnggungjawabkan. Tanpa kodsi  tersebut, 

bank tidak akan memperoleh kepercayaan d m  masyarakat, sebab dasar dari 

eksistensi bank sudah tidak ada la@. 

Bila jumlah bank yang seperti itu cukup banyk sisfem perb- akan 

terganggu, sehingga dapat menghilangkm peran bank sentral dm strategis dalarn 

perekonomian. Blla kondisi buruk tersebut terj adi, secara ekonom i makro negara 



kehilangan kesempatan untuk mernbangun perekonomianya, bahkan negara &pat 

mengalami kerugian besar. Demiluar, pula secara ekonomi mikro, pemilik, 

pengurus, karyawan, dan pihak-pihak terkait yang memerlukan jasa bank pun 

turut rugi. 

Setelah mengetahui tujuan pengawasan bank, perlu diketahui juga dasar 

pertimbangannya, yaitu : 

Fungsi pokok bank ada tiga, yaitu : (1) rnenghirnpun dana d m  masyarakat, (2) 

rnenanamkan dana yang dkelolanya ke &lam berbagai aset produktif, rnisalnya 

dalam bentuk W i t ,  dan (3) mernberikan jasa layanan lalu-lintas pembayaran dan 

jasa layanan perbankan lainnya. 

Cakupan usaha bank yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank 

berbeda antara satu negara d e n p  negara lainnya. Hal itu tergantung pacia 

kebijakan negara tersebut, yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dm daya 

kendali atas risiko yang munglun timbul. 

Dengan fhgsi seperti itu, bank berperan sebagai lcmbaga intermdasi 

yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam 

pengimpunan d m  peranan dana, maupun &lam -playanan transaksi keuangan 

dan lalu-lintas pernbayaran. 

Berdasarkan h g s i  bank tersebut, perlu diperhatikan dan diwaspah hal- 

ha1 berikut ini : 

a. Fungsi yang paling kntis adalah penanaman dalam bentuk pemberian kredit 

dan berbagai jenis aset produktif lainnya. Penanaman dana dzilam bentuk 



pembiayaan tersebut dapat bejangka pendek, menengah, ataupun panjmg. 

Bank dituntut untuk menganalisis setiap proposal yang diajukan calon debitur 

dengan cermat dan akurat, wajar bahwa tidak a& seorangpun yang dapat 

mematikan apa yang akan tejadi esok hari. Itiaka, upaya yang dapat 

dilaicukan adalah mernperhitungkan kemungkinan (possibzlityl atau 

kemungkinan besar (probahilrtyl-nya, bukan kepastiarutya. 

Oleh karena itu, fungsi ini rnengandung risiko, dan disebut sebagai 

aset birisiko (risk ussets). Bila bank tidak mamprl mengendalikan risiko, 

timbul kredit bermasalah yang cukup besar, atau bahkan kredit macet, 

sehingga bank sulit mempertahankzn kelangsungan usahanya., merugikan para 

deposan dan kreditur, bahkan bisa lebih luas lagi darnpaknya. 

b. Dalam melakukan fungsinya, bank dapat rnenerbitkan instnunen keuangan 

yang bersifat subsitutif atas uang, seperti cheque atau instrumen lain yang 

serupa. Hal itu memiliki pengaruh terhadap jum!ah uang yang beredar. 

Aspek tersebut hams menjadi fokus perhatian d m  dikendalikan oleh 

otoritas moneter demi pengenda2ian nilai mata uang, inflasi, harga, dm nilai 

tukar. Bila tidak ada pengaturan dan pengawasan, dapat t~ rjadi distorsi, 

sehingga mengganggu tujuan pengendalian moneter yang dampakuya &lam 

perekonornian sangat luas clan tali-rnenali. 

c. Bank yang Qizinkan meiakukan transaksi valuta asing (Q Indonesia Qsebut 

sebagai bank devisa) dapat melakukan transaksi dengan mitranya di luar 

negeri, walaupun lokasi kantomya di suatu kota dalam suatu negara. 



Apalagi bila lokasi kantornya telah menyebar, baik di dalam maupun 

diluar negeri, jangkauan transaksi keuangarinya jelas lebih luas, sehingga 

risikonya juga menjadi lebi h besar. 

d. Manajemen lihcfitas merupakm suatu persyaratan penting dalam inenjamin 

bank, agar senantiasa dapat melaksanakan kewajibannya untuk rnelakukan 

pembayaran. Untuk itu, perlu pemahaman dan pengelolaan sisi tagihan 

(assets) dan kewaj iban (liabilities), bai k dari segi besaran, kondisi, jangka 

waktu (tenor), maupun jatuh temponya (maturity/', sehngga dapat ditentukan 

jurnlah likuiditas yang diperlukan dan bentuk alat-alat likuid yang hams 

dipeli hara. 

Kebiasaar! penarikan dan penyetoran oleh nasabah dan kernungkinan 

adanya penarikan di luar kebiasaan atau tidak terduga hams diperhitungkan. 

Bila manajemen likuiditas tidak dilakukan sebagax mana mestinya, b a d  bisa 

tidak mampu memenuhi kewajibamya untuk membayar tepat waktu dan 

lancar, sehingga d a p t  menimbulkan masalah bagi banyak pihak, termasuk 

kemunglunan terjadinya "rush " atau penularan (contagion) terhadap bank 

lain. 

e. Manajemen moodal juga merupakan prasyarat penting yang bisa menjadi 

"benteng pertahanan" bank dalam menghadapi berbagai risiko yang munglun 

timbui. Fungsi modal bank pa& dasarnya ada tiga, yaitu : (1) sebagai modal 

awal untuk biaya pendirian, (2) modal awal usaha, dan (3) pemikul risiko 

kerugian. 



Fungsi pemikul risiko kerugian hams menjadi fokus manajemen 

modal dalam menetapkan kecukupan modal yang diperlukan dan disdiakan. 

Risiko kerugian tergantung pada kualitas aset yang dikelola bank. Oleh karena 

itu, besar-kecilnya risiko dlukur d a ~ ~  kuantitas dan kualitas aset, sejalan 

dengan perjalanan usahanya. Semakin rendah kualitas aset, semakin tin@ 

risiko kerqgannya, sehingga semakin besar pula modal yang hams 

disediakan. 

Modal dapat Qpupuk dengan menyisihkan laba yang Qproleh. Bila 

bank tidak mampu melakukan ha1 itu, modal tidak akan bertambah, bahkan 

dapat berkurang, karena timbul kerugian &n/atau penyisihan cadangan risiko 

dari aset yang berisiko tinggi. Kcndisi ini dapat menyebabkan bank insolven. 

Artinya, jumlah kewajibannya lebih besar danpada jumlah harta dan 

tagihannya. Bank yang insolven tergolong sangat parah dan tidak boleh 

dibiarkan, karena &pat membahayakan dan dampaknya luas. 

Sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sejurntah bank, 

melainkan suatu tatman d m  berbagiujenis dan fungsi perbankan yang h a m  

bergerak secara harmonis dm sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sistem 

perbankan di suatu negara b e W a  antara satu negara dengan negara lainnya, 

karena kondisi dan arah kehidupan masing-masing bangsa dan negara juga 

berbeda, tenrtama arah dan tujuan pertumbuhan perekonomian masing-masing 

negara. 



Sistem perbankan itu sendiri merupakan bagian dari sistem finansial yang 

lebih luas unsurnya. Peran sistem perbankan di negara baru dan negara 

berkembang lebih besar atau dominan dalam sistem finansialnya. Sedangkan & 

negara majy peran sistem perbankan cenderung menurun, karena lembaga 

keuangan non-bask telah tertata clan berkembang dengan lebih baik. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem perbankan merniliki 

peran sentral dan strategis &lam perekonomian negara. Berbagai penelitian 

menylmpulkan adanya hubungan timbal-balik antara sistem perbankan yang sehat 

dengan kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kesehatan sistem perbankan itu 

sendiri ditentukan oleh 3 faktor penting, yaitu : (1) manajemen bank yang sehat 

(God Manugement), (2) kondisi Oan kebijakan ekonomi makro yang memadai 

(qpropriute) dan kondusif, serta (3) pengawan bank yang efekbf 

Carl-Johan Lindgren et.al (9: 1996) dalam bukunya "Bank Soundness and 

Macroeconomic Pilicy ", merumuskan defenisi sistem perbankan yang sehat 

sebagai berikut : 

"A sound bankrng system mcry be defined as one in which most banks 

(ttzose accounting for most of the system S assets and liabilities) are solvent and 

likely to remain so. Soivency is reflected in the positive net work of a bank, as 

measured by the d~flerence between the assets and liabilities (excluding capital 

und reserves) in its balance sheet. In other words, the distance between soundness 

and insolvency can be gauged in terms. of capitalization, since net worth is 

equivalent to capital plus reserves. The likelihoud of remaining solvent will 



depend, inter alia, on banks being profitable, well managed, and smciently well 

capitalized to withstand adverse events. in a ajmamic and competitive market 

economv, eficiency and profitability are linked. and their interaction will indicate 

the prospects for fume solvency. ineficient banks will m k e  losses und 

eventually will become insolvent and illiquid Undercapitalized banks, that its 

those with low net worth, will be Jiagile in the sense of being more prone to 

collapse when laced with destabilizing shock, such as major policy change, a 

sharp usset adjustment, financiul sector liberalization, or nutwal dzsaster- " 

Dalarn buku tersebut juga diuangkapkan adanya korelasi erat antara 

kesehatan sistern perbankan dengan kesehatan perekonomian, atau sebaliknya. 

Demiluan pula korelasinya dengan instrumen kebijakan moneter, fiskai, nilai 

tukar, dan kebijakan umum ekonomi makro. 

2. Lembaga Pelaksana Pengawasan Bank 

Pelaksanaan fungsi pengawasan bank (otoritas pengzwasan bank) 

biasanya dilakukan oleh bank sentral negara yang bersangkutan. Telah diketahui 

bahwa h g s i  bank sentral adalah menjaga kestabilan moneter. Adapun tolak 

ukurnya adatah kestabilan nilai mata uang negara yang bersangkutan, kesabilan 

harga, nilai tukar, dan pengendalian infl asi. Selain itu, bank sentral juga mengatur 

dm menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

Karena fungsi otoritas pengawasan bank ditempatkan & bank sentmi, 

fungsi pokok bank sentral adalah ( I )  menjaga kestabilan rnoneter, (2) kelancaran 



dan kestabilan sistem pembayaran, serta (3) kesehatan dan kestabilan sistem 

perbankan. Ketiga fungsi tersebut terkait satu sama lain, sehingga harus dikelola 

secara terpadu. Suatu penelitian internasional menyimpulkan bahwa efektivitas 

pelaksanaan kebijakan moneter memerlukan ddll~lgan sistem perbankan yang 

sehat. Hal ini menunjukkan adanya kaitan erat antara efehvitas pelaksanmn 

kebijaksanaan moneter dengan efehvitas pelaksanaan pengawasan bank. 

Kewenangan otoritas pengawasan bank juga tidak selalu sama antara suatu 

negara dengan negara lainnya. Apakah otoritas pengawan bank itu mau 

dilekatkan pada fimgsi bank sentral tergantung dari status dan kedudukan bank 

sentral itu sendiri. Ada bank sentral yang memiliki wewenang penuh atau 

independen, ada juga yang wewenangnya terbagi atau dibawah koordinasi 

Menteri Keuangan. 

Masirig-masing negara berhak mengambil keputusan dan kebijakan 

memgenai ca-n tugas pengawasan bank, wewenang, dan lernbaga yang 

melakukannya, apakah bank sentral atau lembaga sendiri. Banyak faktor yang 

perlu dipertimbangkan, baik secara makro maupun mikro. Misalnya, falsafah 

negara dan falsafah dalarn membangun perekonomian bangsa, kekuatan clan 

kelamahan negara serta perekonomiamya, demikian pula arah sasaran 

pembangunan perekonomian, serta kondisi, problems, prospek, kompleksits sitem 

perbankan dan sistem finansial, serta peran yang diharapkan dalarn perekonomian 

masing-masing bangsa. 



Sehubungan dengan ha1 itu ada 3 sikap yang ditempuh oleh berbagai 

negara, yaitu : 

1) Negara tetap meletakkan fungsi pengawasan bank pada bank sentral, dengan 

kewenangan yang cenderung menguat dan independen. 

2) Negara yang semula memisahkan otoritas moneter dengan otoritas 

pengawasan bank, kemudian menyatukamya dengan domain otoritas 

moneter, sehingga serupa dengan sikap diatas. 

3) Negara yang semula menempatkan fungsi pengawasan bank dalarn h g s i  

bank sentral, kernudian melakukan pemisahan, sehingga otoritas pengawasan 

bank dilakukan oleh suatu badan pemerintah tesendiri. 

3. Strategi dan Metode Dasar Pengawasan Bank 

Strategi dan kebijakan pengawasan bank oleh masing-masing negara tidak 

selalu sama, tergantung pada kondisi dan sistem perbankan serta sistem finansial 

dari masing-masing negara, problema yang dihadapi, potensi dan prospek dari 

sistem perbankan dalarn konteks tatanan dan perkembangan ekonominya. 

Sungguhpun demikian, prinsip dan metode yang digunakan dalarn 

pengawasan bank pada dasarnya sama. Adapun prinsip dan metode tersebut 

meliputi 6 jalur, yaitu : (1) pengaturan (regulasi), (2) pengawasan tidak langsung 

(O#site Supervision), (3) pengawasan langsung!perneriksanaan (On-site 

Supervision), (4) kontak dan komunikasi teratur dengan bank, (5) tidak remedial 



danlatau penerapan sanksi, (6) kerja sama dengan otoritas pengawasan bank 

negara lain. 

Masing-masing jalur tersebut secara mum dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

a) Pengatul-an (Regulasi) terhadap Perbankan 

Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dikelompokkan 

menjadi 3 golongan besar, yaitu : 

1. Mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendrian suatu bank 

termasuk jaringan kantomya. 

Pengaturan tersebut merupakan suatu strategi pembuka (entry 

strategy), dalarn pengawasan bank guna rnelakukan seleksi terhadap 

integritas dari calon pemilik dan pengums, kecukupan modal guna 

mendukung perkernbangan dan risiko usaha, profesionalisme manajernen 

untuk mengelola bank secara sehat dan bertanggung jawab, serta 

feasibilitas dan prospek usaha yang layak, sehingga dapat memberikan 

kontribusi positif bagi sistem perbankan yang sehat. 

Pengaturan terhadap pemilik merupakan aspek pokok, karena motivasi 

dan arah perkembangan bank ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham, sehingga penilaian terhadap irrtegntas, ruputasi, dan komitrnen 

pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas atau pemegang 

saham yang memiliki !control suara merupakan syarat yang sangat penting 

bagi tenvujudnya usaha bank yang sehat. Oleh karena itu, aspek 



pengaturan perizinan bagi perubahan pemegang saham, t e ~ t a m a  

pemegang saham yang memegang kontrol terlladap bank, serta perubahan 

pemegang saham dalam rangka akuisisi, merger, konsolidasi. 
. . 

Pengalwan terhadap rnanajemen a&tu pengurus yang m e n d u p  

Direksi, Dewan Kom'lsaris, dan Pejabat Kunci itu penting untuk menilai 

kemampuan dan profesionalisme mereka dibidang perbankan. Manajmen 

memiliki h g s i  dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, 

dm mengerrdalikan jalmnya usaha secara sehat, efektrf, dan efisien. Oleh 

karena itu, pengaturan perizinan juga rnencakup setiap perubahan yang 

terjadi dalam manajmen. 

Pengaturan perizinan tersebut j u g  mencakup kewenangan otoritas 

pengawasan bank untuk rnempertimbangkan atau rnelaksanakan 

pencabutan izin w h a  bagi bank yang tidak dapat melakukan usahanya 

secara sehat, merugikan masyarakat, danlatau &pat krpenganrh untuk 

terhadap kesehatan sistem perbankan. 

2. Pengatman ymg berkitltan dengan usaha bank 

Pada dasamya pengaturan aspek ini mencakup pemberian arah dan 

pedoman bagi bank tentang (1) kegiatan yang &pat dan tidak &pat 

dilakukan oleh bank, (2) rnanajemen bank berdasarkan prinsipprinsip 

manajemen yang hati-hati dan &pat diandalkan, (4) kewajiban mtuk 

menyelenggaraican administmi, doLxrnentasi, dan akuntansi yang 

lengkap, akurat, dan dapat digertanggu~gjawabkan, baik urttuk 



kepentingan manajemen bank maupun untuk informasi yang diperlukan 

untuk pengawasan bank, (5) penetapan sanksi terhadap penyirnpangan dan 

pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan, (6) hal-hal lain yang dmilai 

penting dm mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat 

d d a t a u  kepentingan sistem perbankan yang sehat. 

Pengaturan yang menjelaskan tentang kegiatan yang &pat ataupuan 

tidak d a p t  dilakukan oleh bank itu penting, untuk memberikan kepastian 

bagi bank, rnasyamkt, dm otoritas pengwasan bank dalam menyikapi apa 

yang dilakukan dm tejadi pada bank. Itu sebabnya, bank yang melakukan 

kegatan tertentu atau menawarkan produk baru, namun belum ada atau 

belum jelas pengaturannya, biasanya disyaratkan untuk melaporkan atau 

meminta persetujuan kepada otoritas pengawasan bank. 

Berkaitan dengan usaha bank yang sedang berjalan (Going Concern), 

baik wajib rnmgatur dirinya sendiri mengenai : (1) kejelass~n tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab Direksi, Komisaris, serta Pejabat kunci, 

(2) Prosedw pengambulan kebijaksanaan dan keputusan yang obyekt~f 

dan a h t ,  (3) kejelasan tugas, wewenang, dm tanggung jawab dalam 

pendelegasian wewenang, (4) dukungan pedoman kerjahanual (Stundard 

Operating Procedures) yang mengandung kontrol internal (BuiltOm 

Control), (5) dtlkungan au&t internal yang efekhf, dan (6) kernjiban 

untuk pelaksanaan audit eksternal yang independen. 



Pengatumn tentang manajemen risiko itu sangat penting. Oleh karena 

itu, otoritas pengawasan bank memfokuskan dirinya dibidang ini. 

Penerapan prinsip, asas, kebijaksanaan, dan pedoman ke rja yang jelas 

unttlk rnelaksanakan manajemen risiko itu sangat penting bagi 

terwujudnya bank yang sehat. Adapun aspek-aspek yang ditekankan 

dalam pengaturan itu, antara lain : ( i )  kecukupan modal, (2) persyaratan 

dan prosedur pemberian kredit, (3) klasifikasi kolektibilitas kredit dan 

kewajiban penyisihan provisilcadangan kerugian masalah, (4) batasan 

untuk menghindari pemusatan lcredit kepada nasabahkelompok nasabah 

terterrtu serta kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank, (5) batasan 

untuk menghindari pemusatan kredit pada suatu wilayahhegara tertentu, 

serta aspek-aspek lain yang terkait aengan manajemen risiko. 

Asek Adrninistrasi, dokurnentasi, dan penerapan sistem akuntansi 

yang baku dan konsisten rnerupakan dasar untuk mengt'lasilkan informasi 

yang benar tentang keadaan atau kondisi bank Informasi tersebut 

& b e  dan penting bagi manajemen Sank itu sendri, untuk menilai 

harta Jan kewajibannya, serta mengambul keputusan yang cepat bagi 

pengendalian usahanya. Informasi itu juga penting bagi otoritas 

pengawasan untuk dapat mengawasi dan menilai bank maupuan bagi 

masyarakat, khususnya pengguna jasa bank yang bersangkutan. 

Masalafi khusus perbankan itu sulit dihindari dm perlu diperhatikan 

oleh otoritas pengawasari bank. Dan, karena bank itu bersifat dinamis dan 



kompleks dengan segala pen@ lingkungan yang strategis, kehidupan 

usahanya juga dinamis dan kompleks. Sifat dinamis bank itu antara lain 

tercennin dari usahanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat 

luas maupuii dalam menciptakan berbagai produk/jasa yang variatif dalarn 

iklim kompetisi yang ketat, serta perkembangan teknologi informasi dm 

globalisasi yang pesat. Sifatnya yang kompleks i t i  menuntut adanya 

pengetahuan teknis mengenai instnunen finansial yang beragam dan 

semalcin berkembang. Di samping itu, bank juga berkedudukan sebagai 

kreditur clan debitur. Banyaknya bank yang menggunakan teknologi 

informasi dan produk yang berbasis elektronik itu merupakan salah satu 

contoh rnasalah yang ham diperhatikan otoritas pengawasan bank. 

Pengatman tentang informasi yang &perlukan, bagi otiritas pengawasan 

bank 

Untuk mengikuti dan menilai apakah bank mematuhi sungguh- 

sungguh dan konsisten terhadap peraturan maupun prinsip usaha bank 

yang sejat, otoritas pengawasan bank meminta, agar bank ntenyampaikan 

berbagai l apom (??ekm,), yang bentuic, susunan, formula, dan jadwal 

penyampaiannya ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank jenis laporan 

pokak yang biasanya diminta adalah neraca dan laporan laba/rugi, laporan 

lilcw&tas, d m  laporan tahunan yang telab &a& oleh akuntan publik. 

Namun, laporan khusus yang terkait dengm manajemen iisiko biasanya 

juga diminta. 



b) Pengawasan Tidak Langsung (m-site Supervision) 

Dengan jalur atau inetode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank 

secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai 

laporan yang disarnpaikan olek perbankan. 

Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturanketentuan yang 

ditetapkan, asas usaha bank. dan perkreditan yang sehat itu dipatuhi dan 

dilaksanakan secara konsisten, hidentifikasi penyimpangan dan 

pelanggammya, serta kegatan yang menggmggu kelangsmgan usaha bank 

ataupun menigikan berbagai berbagai pihak. Penilaian itu menjadi c!asar untuk 

rnenindak lanjuti, baik dengan memberikan koreksi, remedi, ataupun sanksi. 

Mekanisme pengawasan tidak langsung tersebut meliputi tahaptahap 

sebagai berikut : 

a. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi 

materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran, danlatau 

keganjilan, pengawasan bank harus mengklarifikasi untuk memperolek 

kejelasan dan sebab-musababnya. 

b. Mengenalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi atas berbagai laporan 

yang diterima. Analisis hirizontal dilakukan untuk menilai kewajaran 

perkernbangan. Sedangkan analisis vertikal chlakukan untuk menilai 

kelayakan rasio komponen-komponen yang saling rnempengaruhi, baik 

dalarn rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi 



risiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank sekelas 

(Peer Group) 

c. Mengkomunikasikan dadatau mengklarifikasi berbagai temuan clan 

analisis, guna memperoleh kejelasan d a l m  menetapkan tindak Ian@ yang 

diperlrrkan. 

d. Bila terdapat indikasi penyimpangan danlatau pelanggaran yang 

mendasar, pengawsas bank biasanya mengambul langkah korektif yang 

perlu. Pemeriksaan khusas dilakukan, bila terdapat masalah yang masih 

periu dipejelas. 

s) Pengawasan Langsung / Pemeriksaan (One-slte Supewisron) 

Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyaluni 

kondisi bank secara langsung berdasarkan data dm dokumen yang dipelihara 

oleh bank, sekaligus menguji kebenaran clan konsistensi pembuatan laporan 

ymg disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. 

Pemeriksaan yang bersifat menyelunrh disebut pemeriksaan umum. 

Pemeriksm ini drlakukan secara berkala, umumnyi 1 tahun sekali. 

Disamping pemeriksaan umum, dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus 

yang memfokus pa& pemeriksaan kredit dan aset-aset berisiko lainnya atau 

bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan 

atau berpotensi menimbulkan masalah. 



Pelaksanaaii pemeriksaan, umumnya dilakukan oleh para pemeriksa 

dari otoritas pengawasan bank. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan 

bahwa setiap akhir tahun, bank wajib diperiksa oleh akuntan publik yang 

terdaftar. Dalam hubungan ini, ada otoritas pengawasan barik yang 

mernanfaatkankeahlian (Expertise) akuntan publik untuk rnerneriksa 

berdasarkan prinsip dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan otoritas 

pengawasan bank. Dengan demikian, pemeriksaan oleh akuntan publik 

tersebut "dxsamakan" dengan pemeriksm umum yang dxlakukan oleh 

pemeriksa bank dari otoritas pengawasan bank. 

Bank yang diperiksa maupun akuntan publik yang rnerneriksa wajib 

melaporkan hasil pemeriksaannya kepada otoritas pengawasan bank. 

Selanjutnya, otoritas pengawasan bank mencocokkan dm mengujinya dengan 

hasil pengawasan tidak langsung (08-site Supervision/Emmii~tion). Bila 

laporan hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai, baik antara bank dengan 

akuntan publik, ataupun dengan otoritas pengawasan bank, dilakukan 

pertemuan segitiga (Tri-puq Meeting) antara bank, akuntan publik, dan 

otoritas pengawasan bank. 

Temuan yang tidak cucok/'berbeda itu dibahas. Bank dan akuntan 

publik diminta untuk menjelaskan asas, prinsip, metode, dan kesimpulannya. 

Otorits pengawasan bank kemudian mendudukkan masalahnya dan 

mengarnbul sikap serta memberi petunjuk atau tidak lanjut yang sesuai 



dengan ketentuan. Mekanisme seperti itu tidak rneniadakan kewajiban otoritas 

pengawasan bank untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. 

Pada periode tertentu otoritas pengawasan bank tetap melakukan 

pemeriksaan umum, meskipun akmm publik telah melakukannya juga. Iiasil 

temuan dari pemeriksaan dan pa.gawasan tidak langsung itu merupakan 

bahan untuk menilai kondisi, perkembangan, dan kesehatan bank. 

d) Kontak dan Komunikasi Teratur dengan Bank 

Melalui jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berupa usaha 

untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu, 

juga bemsaha untuk meyaluni bahwa manajemen patuh dan konsisten d a l m  

menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank 

maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank, s a k i  

perkreditan yang sehat yang ditetapkan sebagai pedoman intern bank dan 

prinsip manajemen perbanks yang krlaku umum. 

Kontrak dm kornuniksi dapat berjenjang sesuai dengan kadar 

masalahnya. Hal-ha1 teknis dilakukan oleh pejabat pengawas bank dan pejabat 

gelaksana yang bertanggung jawab pada bank. Sedangkan masalah-masalah 

yang lebih fundamental atau bersifat policy dilalnlkan bersama dengan pejabat 

yang lebih tinggi. Waktunya bisa setiap kali diperlukan. 

Pembahasan komprehensif tentang kondisi bank biasanya dilakukan 

oleh gejabatlpimpinan pengawasan bank bersama dengan pucuk pimpinan 



bank. Kesimpulan d m  kesepaka- dalam pembahasan tersebut biasanya 

ditegaskan dalam surat dari otoritas pengawasan bank kepada bank yang 

bersangkutan. Adapun frekuensi pelaksanaannya umumnya setahun sekali. 

e) Tindak Remedial dadatau Penerapan Sanksi 

Dengan jalur atau metode ini, otoritas pengawasanbank berusaha 

rnengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam rnencapai sasaran 

pengawasan bank. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan 

oleh bank drkenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penerapan sanksi administratif biasanya langsung dikenakan oleh otoritas 

pengawasan bank. Narnun, penerapa? sanksi yang berat dan fatal biasanya 

dilakukan melalui proses tertentu. 

Penelitian yang mendalam mengenai pokok masalah dan dampak dari 

pengenaan sanksi itu dilakukan untuk menemukan jalan keluar atau solusi 

terbaik dalam mengatasi masalah dengin dampak buruk yang sekecil 

munglun. Dampak buruk itu bisa berupa penularan masalah kepada bank lain 

atau sistem perbankan secara lebih luas. 

Pencabutan izin usaha bank merupakan wewenang Pemerintah atau 

otoritas pengawasan bank. Umumnya, pencabutan izin usaha bank itu 

ddakukan, bila berbagai cara ymg tersedia sudah tidak efektif lagi. Namun, 

ada pula negara yang cenderung menyarankan, agar bank dengan suka rela 

menyerahkan kembali izin usaha (Surrender The License) kepada otoritas 



moneter dan dengan suka :ela pula menyelesaikan berbagzii kewaj ibannya, 

serta melaporkan pelaksaan kewajibannya itu di bawah pengawasan otoritas 

pengawasan bank. 

Salah satu instnunen yang biasanay digunakan untuk melakukan 

upaya "remedial" adalah Lender Of Last Resort (LOLR). Instrumen ini tidak 

dimiliki oleh otoritas pengawasan bank, tetapi oleh bank sentral. Instrumen ini 

merupakan suatu Sa,%y Nemtuk memelihara sistem perbankan yang sehat. 

B. Sejarah Bank Indonesia 

Titik balik sejarah berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral te jadi 

setelah Konfrensi Meja Budar (KMB) hhun 1949 yang dadakan d Den Haag 

memutuskan De Javasche Bank sebagai bank sentml. De Javasche Bank adalah 

sebuah bank Belanda yang pada rnasa kolonial diberi tugas oleh Pernerintah 

Belanda sebagai bank sirkulasi (bank of issueing money) di Hindia ~e landd .  

Keputusan KMB itu dkatakan sebagai titik balik krdirinya bank sentral 

karena sejak tahun 1946 Q Indonesia telah pula berhri Bank Negara Indonsia 

yang dimaksudkan sebagai bank sentrala16 Bank Negara Indonesia yang sernula 

akan dijadikan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberi tugas sebagai 

bank pembangunan. Hal ini oleh sebagian orang dinilai sebagai cerminan dari 

5 Didik J Rachbini, Ph, dkk, Bank Indonesia, Mermju idependensi Bunk Sentrat, Mardi 
Utomo, Jakarta, 2000, hlm. 1 

6 Prof M. Dawam Rahardjo, dkk, Bwzk Inab~~esia a h h  Kikzwt .Skimah, LP3ES, hIm. 1 



kebutuhan negara yang baru merdeka. Disatu pihak n e w  membutuhkan sebdi 

bank sirkulasi dan bank sentntl yang krtugas menjaga dan rnemelihar stabilitas 

moneter dan di lain pihak membutuhkan bank yang bertugaskan untuk membiayai 

pembangunan7 

Kesepakatan terhadap penunjukkan De Javasche Bank sebagai bank 

sentral antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonsia tidak terjadi 

begitu saja. Selain alasan politks ( a k a  *elaskan dalam tulisan ban ini), asalan 

lain penunjuMcan itu adalab karena De Javasche Bank telah beroperasi dan 

berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828. Dapat dikatakan 

bahwa De Javasche Bank merupakan bank komersial yang sekaligus berfungsi 

sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara. Operasi bank ini berdasarkan 

Octrooi clan Pemerintah Hindsa Belanda secara priodik. De Javasche Bank telah 

beroperasi sejak tahun 1828 sesuai dengan Octmi pertama yang diberikan 

Pernerintah kepada De Javasche Bank tahun 1827. Bank ini merupakan bank 

pertarna ymg menjdankan fungsi bank sentrd, yaitu sebagai bank sirkdasi. 

Pendsrian De Javasche Bank: pada dasarnya dimaksudkan oleh Pernerintah Hindia 

Belanda sebagai perpanjangan tangan dari De Neddansche Bank p a  

rnernperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai permahaan-[erusahaan 

besar Belanda yang beroperasi di findia Belanda. Pengesahan pendrian De 

Javasche Bank dilakxkan pada 24 januari 1828 oleh Komisaris Jenderal H.B 



Leonard Piere Joseph Burgraff Du bus de Gisignies. Sebelumnya, pada 11 

Desember 1827, rancangan Octroor en Reglernent voor De Java.~che Bank 

disahkan oleh pejabat yang sama. 

Sesuai pasal 8 Octrool pertama, m W  ymg disetor drtetapkan sebesarfl 

juta. Pada tanggal 16 Januari 1 828 dilaporkan oleh Direktur Jenderal Keuangan 

Belanda C.M Baumhauer bahwa saham yang telah terjauh sebanyak 2.019 atau 

senilai f1.009.500. Adapun komposisi pemegang sahaiinya adalah 1 -000 lemk 

(49,5%) Qkuasai Pemerintah Belanda, 300 lembar (19,9%) oleh Nederlandsche 

Handel-Mijj , dm sisanya dimi liki masyarakat. 

Pada 8 April 1928 kantor bank dibuka untuk m u m  dan disiarkan lewat 

iMan pada Bataviusche Courant No. 43, edisi 8 April 1828. Kantor ini 

menggunakan gedung yang terletak di Jakarta-Kota, yaitu gedung Firma Mac 

Quoid Davidson & Co. dan disewa sehargaf500 perbulan. Gedung itu kemudian 

dibeli oleh De Javasche Bank dan digunakan sebagai kantor Bank Indonesia 

hingga kini. 

Berdasarkan Octrooi pertama yang berlaku sejak 1 Januari 1828 sampai 

dengan 31 Desember 1837, De Javasche Bank diberi hak monopoli dalam 

mengelwrkan uang kertas dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Di sisi lain De 

Javasche Bank juga bergerak di bidang komersial dengan menerima deposito, 

memberikan kredit, mengaksep wesel, serta melakukan jual beli emas dan perak 

batangan. 



Sebagai bank yang 50 % sahamnya dikuasai dan dibentuk oleh Pemerintah 

Belanda, keberadaan De Javasche Bank tidak dapat dipisahkan dari kepentingan 

ekonomi dan poljtik Pemerintah Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pimpinan 

bank yang terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) drmgkat oleh 

Gutemur Jenderal setelah memperoleh persetujuan Raja Williem I. OperasionaI 

Bank itu juga sangat dipengaruhi oleh campur tangan Pemerintah. Misalnya, 

untuk mengeluarkan uang kertas pertama pada tanggal 1 1 Waet 1828, De 

Javasche Bank harus dengan surat keptrtusan Kornisaris Jenderal Hindra Belanda. 

Surat keputusan mengatur batas maksimal dari jumlah fl. 120.000 yang dipesan 

pada Enschede en Zoon di Hearlem yang terdiri dan pecahanfl.000, fi00, $200, 

fl00, PO, danf25.' Keberadaannya itu bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara 

pendudukan Jepang berhasil memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyerah 

setelah tiga tahun melakukan kontak senjata. 

Pada tanggal 9 Maret 1942, tentara pehrdukan Jepang merampas semua 

bank-bank di Hinds Belanda dengan memaksa semua direksi, termasuk direksi 

De Javasche Bank, menandatangam surat penyerahan kekayaan kepada penguasa 

Jepang. Bank-bank itu, setelah melalui proses moratorium dan pembubaran, 

kemudian diganti perannya oleh tiga bank, dan Mitsui Bank. Adapun h g s i  bank 

yaitu Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dm Mitsui Bank Adapun h g s i  

bank sentrat diambil-alih oleh Ncmpo Kuzhutsu Gmko, meshpun hgsinya hanya 

Prof. M. Dawarn Rahardjo, dkk, Bank indonesio Dalam Kilasm Sejarah, LP3ES, Hal. 30 



sebagai koordinator karena kenyataan di lapangan, yang menjalankan h g s i  itu 

adalah Yokohama Specie Bank untuk daerah Jawa dan Taiwan Bank bagi daerah 

luar Jawa. 

Fmgsi s e b a p  bank sentral ini sempat terganggu ketika Nederlundsche 

indische Civiele Aciminis@ufie WCA) masuk ke Indonesia tahun 1945. Saat itu 

sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan 

menarik uang yang beredar, khusunya uang invasi Pemerintah Jepang (tanpa 

tahun) Oan Qikuti dengan penyebaran uang MCA. Tujuannya jelas ingn 

menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang barn saja merdeka. Dengan 

serangan di bidang ekonomi serta iekanan diplomasi dan senjata, akhirnya MCA 

berhasil menguasai sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Republik 

Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu daerah pendudukan yang Qkuasai 

NICA dan daerah Republik. Pada periode ini, beredar 3 (tiga) jenis mata uang, 

yaitu uang invasi Jepang, uang MCA, dan uang Republik Indonesia (ORI). 

Sebelumnya, ketika Jepang menyerah, Nanpo Kaiharsu Ginko clan bank- 

bank Jepang !ainnya Qlikwdasi Qbawah pengatvasm De Javasche Bank. Fungsi 

.bank sentral di wilayah Indonesia dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang 

waktu itu masih berbentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (RBI). De Javasche 

Bank sendiri menjalankan fungi bank sentral d~ daerah penduddm NICA. 



Namun hingga 17 Agustus 1945, De Javasche Bank belum beroperasi. Bank 

sirkulasi itu baru menjalankan kembali usahanya pada 14 Maret 1946.~ 

Setelah proklamasi, Pemerintah mengeluarkan swat kuasa yang 

ditandatangani oleh Soekarno-Hatta tertinggal 16 September 1 945. Isinya 

menugaskan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung R.M. Margono 

Djojohadi kusumo untuk mem bentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI) 

sebagai langkah pertama ke arah pembentukan bank sirkulasi bagi Indonesia. 

Yayasan itu hresmikan dengan akte notaris R.M.Soerojo h Jakarta dengan 

registrasi No. 14 tanggal 9 Oktober 1945. 

Pada tanggal 5 Juli 1946, dikeluarkanlah Undang-undang No. 2 Prp. 

Tahun 1946 tentang Pembentukan dan Penetapan Bank Negara Indonesia sebagai 

Bank Sirkulasi dan Bank Sentral Milik Negara. Namun, bank jelmaan JPBI itu 

baru terwujud pada tanggal 17 Agustus i946 dan diresmikan oleh wakil Presiden 

Muhammad Hatta di Gedung bekas De Javasche Bank ~ogyakarta." 

Oleh karenaitu, pada saat Konferensi Meja Bundar, terjadi terik-menarik 

antara Pemerintah Belanda d m  Indonesia untuk menjdkan bank masing-masing 

sebagai bank sentral. Namun, keputusan final KMB akhirnya menunjuk De 

Javasche Bank sebagai bank sentral. Keputusan itu kemudian mendapat reaksi 

keras dari berbagai kalangan. Bahkan, secara khusus muktamar Partai Masyumi 

9 Op. Cit, h h .  23 
10 Ibid, hlm. 23 



pads Desember 1946 menandaskan agar gagasan nasionalisasi De Javasche Bank 

segera dilaksanakan. 

Dalarn wawancara pers 30 April 195 1, Menteri Keuangan Jusuf Wibisono 

yang juga anggota Partai Mayilmi melontarkan keinginan Pemerintah untuk 

melakukan nasionalisasi. Disusul pengumurnan Perdana Menteri Dr. Sukiman 

Wi josandjojo (saat muktamar sebagai Ketua Umum Partai Masyumi) untuk 

membawa masalah itu kepda  parlemen pada tanggal 28 Mei 195 1 .  

Ketika mendengar pengumman Menteri Keuangan, Presiden De Javasche 

Bank Dr. Houwink merasa tersinggung dan mengajukan permohonan berhenti 

atas keinginan sendiri karena tidak pernah diajak bicara. Keluarlah Surat 

Keputusan Presiden RI No. 122 tanggal 12 Juli 195 1 yang dengan hortnat 

memkrhentikannya. La1 y dlangkatlah secara resmi Mr. S y a W i n  

Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank pada tanggal 15 Juli 195 1 

setelah memperoleh pertirnbangan Pernerintah Belanda. Pertimbangan pihak 

Belanda itu merupakan keharusan kzrena De Javasche Bank masih menjadi milik 

Pemerintah Belanda. 

'Jntuk melanjutkan upaya nasionalisasi, pada akhir Juli 195 1, Pemerintah 

mengirimkan Sekjen Kementerian Keuangan Moh. Saubari dan wakil dari De 

Javasche Bank Drs. Khouw Bian Tie ke negeri Belanda untuk melakukan 

negosiasi pembelian saharn-saham. Proses nasionalisasi itu sebenmya telah 

termaktub &lam kesepakatan hasil konferensi Meja Bundar (pasal3 dan pasal 18 

ayat 3). Hanya saja, Pernerintah Be la~da  tidaic menyangka jika ha1 itu dilakukan 



dalam tempo yang cepat. Tidak heran jika pada awalnya banyak pejabat Belanda 

yang menolak termasuk Menteri Keuangan Belanda Liefiink. Namun, akhirnya 

mau juga berunding dengan utusan Indonesia. 

Pada tanggal 3 Apstus 195 1, Pernerintah Indonesia Mengajukan tawaran 

lewat beberapa surat kabar kepada para pemilik saham De Javmche Bank. 

Tawaran yang berlaku dari akhir September hingga 15 Oitober 1951 ini rnarnpu 

menyedot 97 % saharn De Javasche Bank dengan nilai 20 % di atas nilai nominal 

dalam mata uang Belanda. Adapun total nilai pembelian waktu itu sebesar Rp. 

8,95 juta. 

Di Indonesia, proses ini ditindaklanjuti dengan rnembentuk panitia 

nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951 d m  disahkan 2 Juli 

1 95 1. Selanjutnya, pa& 15 Desember 195 1 diumumkan Undang-undang No. 24 

Tahun 195 1 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank (lembaran Negara RI No. 

120 Tahun 195 1 ). 

Namun, proses nasionalisasi itu masih pnjang. Rancangan Undang- 

undang tentang pokok-pokok Bank Indonesia, sebagai Undang-Undang organik 

bagi bank sentral yang d~susun berdasarican amanat UUDS 1950, baru 

disampaikan keparlemen pada September 1952 dan selesai dibahas serta disetujui 

pada 10 April 1953. Undang-undang itu kemudian disahkan oleh Presiden tanggal 

29 Mei 1953 (Lembaran Negara No. 40 Tahun 1953 tangga! 2 Juni) dan 

dinyatakan mulai berlaku 1 Jmi 1953. Karena itu, tidak salah jika tanggal itu 

dijadikan hari terbentuknya Bank Indonesia. 



Undang-undang No. 1 1 Tahun 1953 tentang Bank Sentral menerapkan 

direksi sebagai pimpinan eksekutif. Menurut Undang-undang itu, Bank Indonesia 

sebagai bank sentral masih Olperkenankan melakukan kegiatan operasional 

sebagai bank komersial. 

Secara yuridis, Undang-undang No. 11 Tahun 1953 menggantikan De 

Javasche Bankwet 1922 sekaligus mernbawa harapan hari bagi bank sentral 

Republik Indonesia. Namun, perkembang bank sentral itu, selain diperanguhi oleh 

kondlsi internal, sangat dipen- oleh sitwsi politik d m  ekonomi yar,g tidak 

menguntungkan, khususnya antara tahun 1959-1965. Pada mgsa ini, Bank 

Indonesia beterapa kali merupakan reorganisasi kelembagaan dan pengertian 

personel. Hal ini karena telah te qadi perubahan-pembahan politik yang mendasar, 

khususnya setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Dekrit 5 Juli 1959 tersebut mengembalikan landasan n e w  RI ke UUD 

1945. Dengan landasan dekrit tersebut, secara yuridis UUDS 1950 otomatis gugur 

sebagai dasar hukum penyusutan Undang-undang No. 1 1 Tahm 1953. Meski 

demikian, BI tetap menjalankan hgsinya.  

Perubahan mendasar baru terjadi setelah Pemerintah mengeluarkan 

Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1960 yang mengharuskan BI menyesuaikan 

tugas dan tata ke rjanya kepada Amanat Presiden tentang Pembangunan Nasionai 

Semesta Berencana (PNSB) 1959. Pada masa-masa berikutnya, BI kemwbar, 

menjadi "alat revolusi", artinya, bank sebagai "alat pemerintah". Doktrin terkenal 

yang berhubungan dengan ini disebut Puntja Sakti Barzk Berdjaeang. 



Untuk melaksamkan tujuan itu, Pemerintah melakukan perubahan penting 

pada tahun 1963 dengan rnenetapkan Gubernur bank sentral yang dijabat Teuku 

Yusuf Muda Dalam sebagai anggota kabinet. Sebutannya, Menteri Urusan Bank 

Sentral. Dengan munculnya Menteri Urnsin Bank S e n d ,  maka keberadaan 

Dewan ,Moneter berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahm 1953 

praktis tidak behngsi. Pada tahun 1964, Pemerintah juga rnengangkat J.D. 

Massie sebagai Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swzsta yang 

dharapkan dapat mendampingi Menteri Urusan Bank Sentral. 

Dalam Pemerintahan demokrsi terpimpin ini, pengendalian moneter 

termasuk pengendalian devisa, dilakukan oleh Pemerintah. M g a n  Undang- 

undang No. 32 Tahun 1964 tenang Lalu Lintas Devisa, penggunaan, pernillkan, 

dan jual beli devisa berada di bawah kontrol Pemerintah. Awalnya p e l h a a n  

ketentuan kontrol devisa tersebut dilakukan oieh Badan Lalu Lintas Devisa 

(BLLD). Selanjutnya, sejak 11 April 1965 BLLD diintegasilkan kedalam 

struktur organisasi BI. Pada tahun itu juga perbankan difimgsikan sebagai 

penyda dana bag- proyek-proyek Pernerintah dan secara bertahap darahkan 

kepada sistem bank tunggal. Ketentuan tentang bank tunggd pengganti BI itu 

ditegaskan kemudian &lam Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1965 tanggal 4 Juni 

1965. 

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia 

bersama-sama dengan Bank Koperasi Tan! dan Nelayan @e FactoPyl, Brink 

Negara Indonesia, Bank Urnum Negara, &n Bank Tabungan Negara terlebur ke 



dalam bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia yang menjadi beberapa 

unit menurut spesifikasinyal' sesuai dengan Penpres No. 9, 10, I 1, dan 13 Tahun 

1965. Berdasarkan Swat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 

651UBS165, bank-bank tersebut menjalankan usahanya masing-masing dengan 

nama BNI Unit I, Unit 11, Unit In, Unit IV dan Unit V. Bank Negara Indonesia 

Unit I berfungsi sebagai bank sentral dan bank urn~rn . '~  

Sesuai dengan TAP MPRS No. XWbPRS/1966, Pemerintah 

menyampaikan 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang perbankan yang 

terdiri dari RUU Pokok-pokok Perbankan, RUU Bank Sentral, dan RUU 

Pendirian Enam Bank Pemerintah. Hingga akhir 1967, hanya RUU tentang 

Pokok-pokok Perbankan yang selesai dibahas dan disahkan menjadi Undang- 

Undang No. 14 Tahun 1967. Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku sejak 1 

Januari 1968 sebagai SK Menteri Keuangan No. Kep. 0 lM'Li'Ii1968 tanggal 10 

Januari 1968. Selama menunggu pembahasan itu, Bank Negara Indonesia Unit I 

dtetapkan sebagai bank sentral, sedangkan bank Iainnya rnenjalankan hgsinya 

sesuai dengan Undang-undang lama. 

Adapun tujuh Rmmgan Undang-Undang lain baru selesai dibahas dan 

disetujui oleh DPRGR pada tahun 1968. Ketujuh Undang-undang itu me1iputi:l3 

I I Dr. Faired Wijaya h4, MA dan Dr. Soetatwo Hadiwigeno, MA, Lembaga-lembaga 
Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan, edisi 2, BPFE Yogyakarta, 1991, hlm. 284 '' Drs. Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua, Penerbit STIE 
Perbanas dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 6 

13 Prof M- Dawam Rahardjo, dkk, Bunk Irldorzesia dalam KiIwl Sejarah, LP3S, hlm. 178 



I .  Undang-undang No. 13 Tahm 1968 tentang Bank Sentral; bank tersebut 

menggantikan BNI Unit 1 

2. Undang-undang No. 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946; 

bank tersebut menggantikan BNI Urit LTI. 

3. Undang-undang No. 18 Tahun 1068 tentang Bank Dagang Negara; bank 

tersebut menggantikan BDN 

4. Undang-undang No. 19 Tahun 1968 tentnag Bank Bumi Daya; bank tersebut 

menggmtikan BNI Unit IV. 

5 .  Undang-undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara; bank 

tersebut menggantikan BNI Unit V 

6. Undang-undang No. 2 1 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia; bank 

tersebut menggantikan BNI Unit I1 (Rural) 

7. Undang-undang No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor; bank 

tersebut menggantikan BM Unit (eskpor impor) 

Dengan lahimya Undang-lmdang itu, maka secara otomatis mengubur "Bank 

Tunggal" yang sekaligus meneguhkan keberadaan Bank Indonesia sebagai bank 

sentral hingga kini. Dalam perjalanan BI berikutnya, lahirnya Undang-undang 

No. 2311999 tentang Bank Indonesia &pat dikatakan sebagai tonggak harapan 

terhadap kemandirian bank sentral di Indonesia. 



C. Pengertian daa Peraturan yang Mengatur Baak Indonesia 

1. Pengertian Bank Indonesia 

Bank Indonesia adalah milik Negara dan merupakan badan hukum, yang 

berhak melzkukan tugas dan usaha berharkan Undang-undang Ban!! Sentral. 

Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai 

kantor-kantor diseluruh wilayah Republik Indonesia, juga mempuntai perwakilan- 

perwakilan di luar negeri. Modal yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebesar 

Rp. 2.000.000.000.000,- (dua tilyun rupiah) yang merupakan kekayazn negara 

yang dipisahkan, dan ini dapat ditarnbah dengan persetujuan Dewan PewahIan 

Pefigertian Bank Indonesia mentlrut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 

pasal4 serta penjelasannya, yaitu : 

(1) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia 
(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur 

tangan pemerintah dan atau pihak-pihak iainnya, kecuali untuk hal-ha1 yang 
secara tegas diatur dalam Undang-undang. 

(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berharkan Undang-undang ini. 

Penjelasan pasal4 : 

Yang dimaksud dengan bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai 

wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 

14 Dr. Muhammad Djumhana, S.Y 1996, Hukum Perbankan di Indonsia, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hal. 83 



kelancaran sistem pernbayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta 

menjalankan fungsi sebgai Lender of Lust Resort. 

Bank Sentral dimaksud rnempunyai tujuan, mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan 

oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rmgka mendukung tugas- 

tugasnya bank sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap periu. 

Di Indonesia hanya ada satu bank sentral clan sesuai dengan penjelasan pasal 23 

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hsebut Bank Indonesia. 

Ayat (2) 

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dibidang tugasnya 

berada Qluar pemerintahan dm lernabaga lain sebagaimana ditetapkan &lam 

undang-undang ini. Dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia menyampaikan 

laporankepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, laporan keuangan Bank 

Indonesia diperiksa oleh Badan Pemerintah Keuangm disampaikan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Ayat (3) 

Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan undang-undang ini dan 

hrnaksudkan agar tedapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola 

kekayaan senQri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 



selain itu, Bank Indonesia s e m  badan h&um publik berwenang menetapkan 

peraturan dan mengonakan sanksi dalam batas k e ~ m a n ~ a n n ~ a . ' ~  

Pengertian Bank hdonesia di atas sangat mudah untuk dipahami dan 

dmengerti. Dan pengertian inilah yang dipergunakan sebagai pegangan oleh para 

pelaku perbankan dan juga masyarakat, sehingga tidak ada pengertian selain yang 

terdapat dalam undang-undangn. 

Yang rnenjadi dasar untuk mernbuat peraturan rnengenai Bank Indonesia 

adalah pasal 23 Undang-undang Dasar 1945. Dengan landasan ini lahlrlah 

peraturan-peraturan yang mengatur Bank Indonesia, yaitu : 

1. Undang-undang Nornor 11 iahun 1953 tentang Bank Sentral menggantikan 

De Javasche Bankwet 1922. 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menggantikan 

Uiidang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1953. 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengganti kan 

Undang-undang Nomor 1 3 Tahun 1 968. 

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia 

Selain ke 4 undang-undang diatas ada undang-undang lain yang juga 

mengatur mengenai Bank Indonesia, yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagairnana telah 

&rubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 

'' Undang-undang Nornor 23 tahun 1999,2000, Sinar Grafika Jakarta 



2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan 

Sistem Nilai Tukar. l6 

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia 

maka Undang-lindang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sudah tidak 

berlaku lagi. Kemudian undang-undang ini disernpurkan oleh Undang-undang 

No. 3 Tahun 2004 untuk penjabaran dan undang-undang ini maka dibuatlah Surat 

Edaran bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Direksi Bank Indonesia. Kita dapat 

melihat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bebrapa ha1 bagi bank- 

bank yang ada, yaitu : 

I .  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/!76IKEP/DIR tentang 

Pembahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3 1/40/KEP/DIR 

tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank 

Umum. 

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang 

Batas Maicsirnum Pemberivl Kredit. 

3. Surat Keputusan Direksi Bank Ltdonesia Nomor 31/178/KEP/DIR tentang 

Posisi Devisa Netto Bank Urnurn. 

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/179/KEP/DIR tentang 

Pemantauan Likuiditas Bank  mum." 

16 Rachmadi Usman, S.H, 2001, Aspek-asp& Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia, 
Jakarta ha1 4-5. 

17 Surat Keputusan Bank Indonesis, 1999, Bank Indonesia 



Dengan adanya Surat Keputusan Direksi Banic Indonesia ini, akan 

memudahkan kine rja Bank Indonesia dan juga bank-bank yang ada. 

2. Pengeitian Flingsi dan Peranan Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia 

terhadap Bank 

Kegiatan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh Bank Umum maupun Bank 

Perkredltan Rakyat tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat 

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu agar dunia 

perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka 

perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segaia aktivitas yang 

dilakukan oleh dunia perbankan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Ditinjau dari segi ba'hasa, pengawasan berarti pemilikan dan penjagaan. 

Pengawasan itu langsung melekat pada setiap tugas ysng menjadi tanggung jawab 

setiap pejabat. Sedangkan pembinaan memiliki banyak arti yaitu proses, 

perbautan, cara membina, pembaharuan, penyempu-r~laan, usaha, tidankan dan 

kegiatan yailg dilzkukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hsil 

yang lebih baik. 

Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia diatur oleh pasal 

24 sampai pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Pasal 34 

Undang-undang No. 3 Tahun 2004, mengacu pada Undang-undang Nomor 7 



Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

undang Nornor 10 Tahun 1998. 

Pengertian fungsi pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembinaan adalah upaya-upya yang dilakukan dengan cara menetapkan 

peraturan yang menyangkut aspek : 

a. Kelem bagaan bank 

b. Kepemilikan bank 

c. Kepengurusan bank 

d. Kegiatan usaha bank 

e. Pelaporan bank, serta 

f Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasioml bank. 

2. Pengawasan meliputi pengawasan ticiak langsung, yang terutama daiam 

bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank, 

dan pengawasan langsung dalaril bectuk pemeriksaan yang disusul dengan 

tindakafi-tindakan perbaikan. 

Jadi Undang-undang Perbankan yang diubah rnembedakan secara jelas 

yang dimaksud dengan fungsi "pembinaan" dan fungsi "pengawasan" dari bank 

tersebut, fimgsi pembinaan menitik beratkan pada atau diartikan dengan 

"regulation" atau "pengaturan", sedangkan fungsi ''pengawasan" menitik beratkan 

pada atau diartikan dengan "supervision" atau "penyeliaan". 



Selanjutnya pada penjelasan pasal29 tersebut, dijelaskan pula tujuan dari 

pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut, yakni : 

1. Kedua fingsi itu hams dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, 

mengingat bank terutama beke rja dengai~ dana dm masyarakat yang disimpan 

pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu 

dipantau oleh Bank Indonesia. 

2. Tujuannya agar kesehatan bank tetap tejaga dan keperczyaan masyarakat 

ternadap bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan 

dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. 

3. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan tanggung jawab d m  

kewajiban secara utuh untuk melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap 

bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif &lam 

bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan 

dan pengarahan maupun secara represif dalarn k n t u k  pernerilrs= yang 

dtsusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. 

4. Dipihak lain, bank wajib memiliki dm menerapkan sistem pengawasan 

internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

Peranan yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga 

mengenai sesuatu. Disini peranan yang dilakukan; oleh Bank Indonesia dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat pa& fungsi yang dilakiikan 



oleh Bank Indonesia. Jadi dapat dikatakan peranan itu menyatu pada fimgsi yang 

ada pada Bank Indonesia.'' 

Menurut Prof Dr. M Dawam Rahqo, Bank Indonesia sesuai den* 

ketenruan Undang-undang Pokok Perbankan bertugas melakukan pengawasan dm 

pernbinaan bank. Terrninologr "pgawasan" dan "pembinaan" sebagaimana yang 

diatur &lam Bab V Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan 

bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Dengan demikian, penekanan tugas Bank Indonesia menurut Undang- 

Undang Perbankan lebih diutamakan pada s i s ~  pembinaan bank, bukan pa& sisi 

pengawasannya. Sedangkan pelaksanaan tugas pengawasan bank oleh Bank 

Indonesia dilakukan dalam prospehf pembinaan tersebut. Perubahan ini 

merupakan konsekuensi dari perubahan konsep pengawasan bank yang dianut 

dalam Undang-undang Perbankan tersebut, yaitu tugas pngawasan yang semula 

rnerupakan wewenang penuh Bank Indonesia, kini diberikan sebagian kepada 

pemerintah agar dapat ikut rnelakukan pengawasan bank. 

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan Pasal29 ayat (1) 

Sebagaimana diterangkan dan ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 
yang menyatakan bahwa apabila menurut penilaian Bank Indonesia, suatu 
bank kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia memberi tahu 
Menteri Keuangan ayat (1). Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa 
apabila ada bank yang mengalami kesulitan likuidits dan mengancam 
kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat meminta pemegang 
saham atau pengurus bank yang bersangkuian rnelakukan tindakan 
perbaikan untuk mengatasi masalah yafig dihadapi. Tindakan perbaikan itu 

18 Racmadi Usrnan, S. H, Up. Cit, hal. 122- 124 



dapat berupa panaman modal bank, penggantian jajaran pengurus bank, 
penghapusan saido kredit macet atau penggabungan bank 
(mergericonsol idat run). 

Tindakan yang dilakukan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 37 (barn) ini 

jelas merupakan tindakan yang bersifat pembinaan agar bank-bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas dan mengancam kegiatan usahanya itu dapat 

diatasi dan kemudian melanjutkan usahanya kembali. Kewenangan pencabutan 

usaha merupakan jurus pamungkas bagi pengawas dan sangat ditakuti oleh bank 

berada di tangan Manteri Keuangan. 

Dengan adanya perubahan pada substansi Undang-undang perbankan 

tersebut, maka di dalam lingkungan pelaksanaan tugas Bank Indonesiz juga 

dilakukan penyesuaian. Penyesuajan ini dalm pengorganisasian daa tata cara 

pelaksanaan tugas pembinaan dm pengawasan bank dengan rnembentuk 

dedicated team, yaitu menggabungkan petugas pemeriksa dan pengawas dalam 

satu tirn. Tim ini diberi tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengaasi 

sejumlah bank tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan satuan keja. Cam 

p e m b k  dan pengawasan seperti ini akan mende'katkan hubungan antam 

petugas pembina pengawas dengan bank yang dibinddiawasi. Hal ini saga t  

diperlukan, walaupun ada juga dampak negatihya. Kedekatan hubungan antara 

petugas pembinas dan pengawas dan vang &bina/&awasj tesebut merupakan 

kunci kebersihan (key success factor) dari metode dedicated team dalam 

pembinaan dan pengawasan bank. Tanpa kedekatan tersebut, maka yang 

dibinaldiawasi ti&k &an mengemukakan masalah yang dihadapinya, bukan 



mmg.km ia tab~tw_tir mmgemukakan masalah yang sedang dihadapr 

bank kepada pembinalpengawas. 

Dari hal-ha1 yang dikemukakan tersebut, tam@ secara jelas krbagai 

distorsi yang fqad j  terhadap pelaksanam iugas Bank Jndones~a sebagai bmk 

sentral, baik dalam kedudukan sebagai obritas moneter maupun sebagai otoriks 

pengawas bank. Dalam hubungan ini adalah tidak adil bila masyarakat terus 

menghujat Bank Indonesia karena kasus-kasus perbankan yang tejdi dalam 

sepuluh tahun terakhir ini akibat kebijakan pemetintah dimasa itu. 

3. Weweoaeg Pembioaao dan Pengawasao Bank 

Sesual dengan Pasal 29 ayat ( I  ) I Jndang-undang Perbankan yang diubah 

dan p a J  28 T Jndang-mdang .Nmor 23 tabm 1999% Bank Indonesia disemhi 

tugas dan kewemmgm7 dan tang- jawa-h m a  mdakukm p ~ r n h i m n  dan 

pengawasan terhadzp bank. Jadi otoritas sebagai pembina dan pengawas t e r m ?  

bank berada di tangan Bank Indonesia. 

Teta~i  11ntuk m a s  mendatang, tj~gas, kewemngan, dan tanggung jawab 

mengawasi bank tidak 1agi dilakukan oleh Bank Indonesia, rnela~nkan dlakukan 

nleh Iemhaga pengawas sektnr jasa keuangan Hal ini diamanatkan dalam p a l  

34 IJndang-undang Nornor 3 Tahun 2004, bahwa mengawasi bank akan 

dilalnikm nleh lmt7a2a pmgawasm ~ k t n r  jasa kemngan yang independen, dan 

di hentuk dengan 1 Jndang-undang Pemhentukan Lem baga Pen gawasan 

s e h a g i m  djmksld pasaJ 34 &an d i m  fugasnya P I  Imhqy 



pengawas ini akan tetap berkoordinasi dan beke j a  sama dengan Bank Indonesia 

sebagai bank sentral. 

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut &pat mengeluarkan 

ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang 

dikoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelaw-penjelasan dari 

Bank Indonesia, keterangan dan data yang diperlukan. Sedangkan tugas mengatur 

bank akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, akan terjadi 

pemisahan fungsi "pembinaan" dm fungsi "pengawasan" terhahp bank. fungsi 

"pernbimn" terhadap bank akm diserahkan kepadz lembaga pengawasan sektor 

jasa keuangan yang juga mengawasi perusahaan-perusahan sehqor jasa keuangan 

laimya yang rneliputi asuransi, dam pensiun, sekuritas, modal ventura dan 

perusahaan pembrayaan, serta badan-badan lain yang rnenyelenggarakan 

pengelolaan dana masyarakat. 

Dalam masa peralihan, yakni selama lembaga pengawasan sektor jasa 

keuangan tersebut tengah dibentuk, maka menurut p a l  34 Unhg-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004 tugas pengaturan dan pengawan bank dilaksanakan oleh 

Bank ~ndorresia'~ 

Dan uraian di atas, senada dengan yang dikemukakan oleh Didik J. Rachbini 

dm M. Dawam Rahar~o bahwa selama belum terbentuk Jembaga pengawasan 

yang barn maka pembinaan dan pengawasan ada di tangan Bank Indonesia. Dan 
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BAS 

EiASL 3ENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Fungsi dan Peranan Bank Indonesia dalam RIeiaLtibii Pernbirra~u dan 

Pengawsgn BsaL 

Perkernbangan sistem keuangan, khususnya industri perbankn, dalam 

dekade terakhir dapat diaktakan cukup dramatis. Krisis perbankan beberapa 

waktu yang lalu disamping msih menyisakan trauma bagi pelaku ekonon~i, juga 

telah rnemakan biaya rehabilitasi sistem yang cukup signifikan. Sebagai 

gambaran, besamya baiaya pemulihan sistem ekonomi bagi perbazlkarr di 

Indonesia rnelalui program rekapitalisasi mencapai lebih dari Rp. 600 triyun atau 

sekitar 45% dari GDP. Sementara, sebagai perbandingan, biaya restrukturisasi cii 

Thailand 40% dan Korea Selatan hanya mencapai 15% dari GDP masing-msaing. 

Meskipun beberapa analis rnenyatakan bahwzi krisis kewd-rigan seialu d ida i lu~u~  

oieh gejoiak mako  e~onomi  cianm ~etichksrabiian makro ekoncmi a ~ a n  kru~ung 

pa& terjaainya h s i s  perbadcan, beberapa anaiis lain berpendapat sebaiiknya, 

yakni bahwa ketidakstabiianmakro ekonomi justru disebabkan olen? iernahnya 

sistem perbankan. 

Studi ernpins terhadap beberapa negara yang mengalami krisi (BreaZey, 

1999 dan Corsetti, 1998) menyimpulkan setidaknya ada lima faktor fundamental 

yang menyebabkan te jadinya krisis ekonomi, yaitu lemahnya manajemen risiko 

dan sisiem pengenclalian intern bank, krlrang efektifnya sistem pengawasan, tidak 



kondusihya kondisi ekonomi makro, minimnya good corporate governance, dm 

kurang transparannya pengungkapan informasi keuangan financral drsclosure). 

Apabila ditarik benang merahnya, maka terdapat keterkaitan erat anatara aspek 

makro (ekstemu~ dan mikro (znternur) ekocomi yang cukup kompleks yang 

berpengaruh terhadap terjadinya krisis perbankan. Namun dari sisi internal 

perbankan, kelernahan znternal control, mrsmunagement, dan tidak be rjalar~r~ya 

h g s i  manajemen risiko itulah yang menipakan akar permasalahan terjadinya 

knsis perbankan. 

Tahapan pasca knsis yang menyebabkan instabilitas sistem perbankan, 

mendorong pemerintah mengambil keputusan yang sangat dilematis dengan 

melakukan mass ballout melalui program restruktunsasi dalarn rangka 

penyehatan perbankan. Proses restrukturisasi tersebut merupakan bagan yang 

integral dari apket stabilisasi dan pemilihan ekonomi. Riulai pendekatan yang 

komprehensif tersebut, restrukturisasi perbankan diharapkan dapat rnemberikan 

dampak positif bag upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan p e n m a n  laju 

inflasi. Dengan kondsi makro ekonomi yang semakin terkendali, kepercayaan 

masyarakat dan investor secara berangsur-angsur akan pulih, sehingga pada 

akhirnya memacu ekspansi permintaan dan penawaran agregat. 

Keberhasilan retruktunsasi perbankan juga tergantung pada terciptanya 

situasi dan kondisi makro ekonomi yang stabil, keberhasilan langkah 

restnrktunsasi d~ sektor nil, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat tehadap 

sistem perbankan. Secara umum, strategi pemberdayaan perbankan pada dasarnya 



dapat diupayakan melalui tekanan atau setidaknya himbaum ('ofal suasion) 

terhadap bank-bank dengan mendorong terlaksananya praktek-praktek usaha yang 

sehat dan bertanggung jawab ( g o d  corporate governance) dan penclptaan 

lingkungan eksternal yang kondusif berupa stabilitas malrro ekonomi. 

Dan sisi internal, hingga saast ini langkah-langkah yang telah ditempuh 

dititi kberatkan pa& upaya mendorong penci ptaan disi pl in pasa (market 

discipline), penerapan peraturan yang sesuai dengan standar intemasional, dan 

peningkatan efebvitas pengawasan. Upaya-upaya tersebut d h a r a p h  dapat 

menciptakan sistem perbankan yang sehat, aman, dan memiliki daya saing. 

h l a m  pengawasan bank dikenal dua pendekaktn, yakni pengawasan tidak 

langsung (oflisite supervtsionj dan pengawasan langsung (on-site examinationj 

yang dlaksanakan secara simultan. Pendekatan pertarna lebih difokuskan pada 

analisis laporan-laporan yang disampaikan bank. Sedangkan yang kedua 

dilakukan melalui pemeriksaan langsung pa& bank. 

Pendekatan pengawasan yang diterapkan Bank Indonesia (Bij hingga 

1994 dilakukan melalui kombinasi antara fungsi pengawasan tidak langsung dan 

pemeiiksaan di bawah struktur organisasi yang terpisah. Sedan- pada periode 

1994 sampai 1998, kedua pendekatan tersebut diiaksanakitr~ wars itegrai oieh 

satu satuan kerja atau yang lkenal dengan istilah dedicate team. Namun ciengan 

b e h a p  alasan, sistem pengawasan bank tersebut dikembalikan pa& model pra- 

1994 melalui reorganisasi pengawasan bank rnasih mengacu pada model pra- 



1994, dimana tugas-tugas of-site dan on-site supervision dipisahkan dan 

dilaksanakan oleh satu satuan ke j a  terpisah. 

Terlepas dari apakah kedua fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh 

suatu stmktm organisasi yang tergabung atau terpisah, namun pada dasarnya 

kedua pendekatan tersebut berorientasi pada kepatuhan (compliance based). 

Pola gengawasan yang di terapkan di banyak negara semula berorientasi 

pada kepatuhan melalui pendekatan mendikte dan membarasi aengan 

memberlakukan serangkaian ketentuan yang dtkeluarkan. Namun demi kian, 

inovasi produk dan jasa perbankafi turnbuh lebih pesat dibandingkan ketentuan 

sehingga berdampak pada geningkiihn risi ko yang di haciapi bark. 

Oieh icarena itu, teirnis peiairsanaan pengawasan bank ti& iag hanya 

dapat berorientasi pa& aspek kepatuhan dengan berbagar pertimbangan antara 

iain : 

- Proses pengawasan yang berorientasi paaa icepaidan @a Jasarnya mengacu 

pada potret masa iaiu, sehingga kurang marnpu megantisipasi potensi atau 

e k s p e k i  yang mungkin terjacii d~ masa Uepan dan secara s ig in i f ih  

berpengaruh terhadap kineja keuangan bank. Sekalipun telah mengaciopsi 

@end analysis, pendekatan terhadap kepilluhan tidak dapat rnernotret drrn 

mengantisipasi komponen profil risiko bank. 

- Cornpli~rrnce bawd sqemision lebih terfokus pada qwnlituve risk fcrctor5 

yang terekam dari data historis sehingga antisipasi terhadap risiko dapat 

dikatakan sudha terlambat. Selain itu, ada qualitatwe risk factors yang juga 



berpotensi menimbuikan risiko namun tidak terekam dalam laporan-laporan 

yang disampaikan oleh bank. 

- Laporan-laporan kepatuhan bank dm profil risiko yang chsampaikan bank 

tiimumnya berdasarkan pada catatan akuntansi yang belum teruji A w i n y a ,  

sehingga dapat menyesatkan apabila tidak dilakukan pengecekan langusng (on 

the spot+) oleh pemeriksa mengenai nature dari transaksi tersebut. Sebagai 

contoh, transaksi derivatif dalam jumlab besar dapat diinterprestasikan 

sebagai transaksi yang berisiko besar. Padahal transaksi tersebut dtikuti 

dengan transaksi swap~hedging yang dapat disalah-interprestasikan sebagai 

transaksi yang tidak berisiko. 

Berbagai gambaran tersebut menunjukkan perlunya pendekatanlain dalam 

pengawasan yang mampu rnetengkapi kelernafian pendekatan pengawasan 

berdasarkan kepatul?an yang selama ini digunakar,. Selain itu, data empiris 

menunjukkan bahwa pola pengawasan kepatuhan yang salaxna ini digunakan tidaii 

la@ memadai dalam mendeteksi dhi kemunglunan risiko yang makin 

berkernbang sejafan dengan semakrn pesatnya inovasi produk d m  jasa perbankan. 

Kasus runtuhnya beberapa bank akhir-akhir ini membuktikan hai tersebut, seperti 

kasus Barings Bank, Daiwa Bank, BCLls, dan Peregnn. Itu terjadi karma otontas 

pengawas bank terlabat menptisipasi risiko bank. 

Bercermin pada pengalaman tersebut, komunitas otoritas perbanh 

intemasional (yang tergabung dalam EIS) menyadari bahwa pada pengawasan 

bank berhsarkan keparuhan rasanya tidak lagi memahi. Glch karena itu, pola 



tersebut perlu dilengkapi dan disempmakan dengan pendekatan lain yang 

mampu mendeteksi secara dini kemungkinan risiko yang dihadapi bank dan 

dampaknya terhadap kine j a  keuangan bank. 

Untuk itu, sejalan dengan kompleksitas permasalahan yang dhadapi bank 

dan tuntutan kepercayaan pasar, secara bertahap otoritas pengawasan di berbagai 

negara mulai mengarahican pole pengawasanriya berbasis pada risiko dan 

berorientasi ke de pan (risk based supervision andforward looking upproach). 

Pengawasan berbasls risiko ini merupakan suatu proses analisis yang 

komprehensif, up-to-&te, dan berkesinambungan terhadap kinerja bank yang 

berfokus pa& beberapa aspek dan kegratan tcrtznhi iint-ik menjawab pnanyaan- 

pertanyaan seperti : apa yang terjadi?, Mengapa itu terjadi ?, Risiko apa yang 

timbd?, Apa pengmhnyu teritudup Rrnequ keuangun bunk.?, Apu tmggapun dun 

antisipasi manajernen bank?, Apa tindak ianjuf otoritm pengawas?. 

Untuk menjawab perhnyaan tersebut, salah satu perangkat yang 

digunaican adalah dengm menempatkan pengawas secara permanen pada bank 

atau yang lebih dkenal dengan sebut One-Site S q m i s o r y  Presence (USP). Perlu 

ditekankan bahwa OSP bukan satu-satunya pendekatan pengawasan berbasis 

risiko tetapi hanya menrpakan salah satu dari beberap pndekaian yang &par 

ciigunakan. 

Pada intinya, pengawasan berbasis risiico tersebut d fokuskan pada aspek 

bii tat i f  yang mencak-up tiga aspek utama yakni, pertarn, penilaian terhadap 

efektivitas piigendalian intern; keduu, penilaian terhadap icecukupa~r sistem 



infomasi manajemen; dan ketiga, penilaian terhadap efektivitas sitem rnanajemen 

risiko. Di sarnping itu, 

Untuk rnengantisipasi pesatnya perkernbangan inovasi produk dm jasa 

perbankan globaliasi kemgan, dm lmtuk memeli hara momentum restnrkturisasi 

perbankan telah berusaha meningkatkan kesadam bank akan pentingnya 

manajernen risiko. 

Sehubungan dengan itu, saat ini BI tengah mernpersiapkan kerangka kerja 

pengawasan berbasis risiko dan berorienasi ke depan. Di samping ity BI juga 

menyapkan seperangkat pedoman baik untuk BI sendrri maupun untuk bank 

irnplernentasi pengawasan berbasis risiko yang mengacu pada standar perbankan 

internasional (Bank for International SettlementBIS). Langkah-Ian&& ini 

rnerupakan bagian dari upaya rneningkatkan efektivitas pengawasan. 

Sebagai acuan bagi BI, saat ini sedang Qsusun kerangka pengawasan bank 

berupa risiko (rrsk based supewisin_fi.amework, metodologi pnilaian risiko (rrsk 

rnent methodology), dan pedornan pengawasan dm pemeriksaan bank yang 

berupa risiko. Sedangkan sebagai acuan be bank, sedang disiapkan standar 

acuan kepzda kegiatan pengawasan juga diarahkan pada penilaian aspek 

kuantitatif dari kegiatan bank yang berpotensi menirnbulkan risiko. Hail akhn 

d m  proses tersebut adalah profil risiko bank yang rnembua~ baik tingkat maupun 

arah risiko. 

Seperti telah Qkemukakari di atas, bahm paling tidak terdapat tiga fdctor 

yang turut berperan atas terjadinya knsis perbarkan yaitu lemahnya koordinasi 



makro dan mikro, kurang efektifnya sistem pengawasan bank, dan lemahnya 

internal governarzce bank. Beberapa hasil penelitian dan survei dari LMF dan 

World bank juga menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara permasalahan 

perbankan dengan keleniahan pengawasm bank. Dalam konteks Indonesia, 

meskipun belum ada suatu studi empiris mengenai ha1 itu, didasari ba!!wa perlu 

peningkatan dalarn strategi dan sistern pengawasan bank oieh Bi sejalan dengan 

perkembangan produk dan permasalahan perbankan di Indonesia. 

Seja!an dengan itu, Pemerintah Indonesia dm BI dengan bantuan IMF 

berupaya keras untuk membangun kembali dan memperkuat sistem perbankan 

lndonesia melalui program restndctmsasi perbankan yang telah disepakati dalam 

Letter of' intent (Lo1 j. Di samping itu, peningkatan good corporare governance 

dalam organisasi perbankan juga menjadr salah satu agenda penting untuk 

memperkuat ketahanan perbankan sebagai antisipasi terhadap potensi gejolak 

keuangan di masa rnendatang. 

Sebagai bagian dari Lo1 tersebut, BI tetah bertelcad untuk memperkuat 

strategi dan sistem pengawasan bank, sebagaimana telah digariskan daiarn 

rencana induk (Master Pian) Bank Indonesia. Untuk mencitakan perbankan yang 

sehat, kuat, dan memiliki daya saing guna menunjang stabilitas sistem keuangan. 



On-Site Supervisory Presence (OSP) : U v e ~ i e d ~  

Sebagaimana telah disinggung pa& Bab 1 (Pendahuluan) bahwa dalam 

rangka peningkatan efektivitas pengawasan bank, BI menempuh risk based and 

fonvurd looking supervisory sirutegy, khususnya melalui p r o w  On-site 

Supervisory Presence. Sementara i t - ,  pada Bab 2 telah dibahas mengenai konsep 

clan kerangka risk-bused supervision yang mengacu pada model Financial 

2krvices Author@ (UK) dm ofice of the Comptroller of the Currency (OCC. 

[JSA). Bank ini membahas mengenai OSP s e c m  lebih mendalarn yang meliputi 

pendekatan OSP yang ditempuh di Arnerika Serikat dan penerapannya di 

Indonesia. 

OSP adalah salah satu alat pengawasan bank (tools of supervision) di 

samping alat lainnya seperti Iaporan-laporan bank, Iaporan hasil pemeriicsaan, dan 

kunjungan pengawas ke bank setta pertemuan dengan manajemen bank. Agar 

jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir akan dijelaskan sekilas mengenai 

pengertian OSP dalarn konteks mum dm konteks khusus. 

Dalam konteks mu, OSP merupakan penempatan pengawas atall 

perneriksa pada bank yang Qawasi u n d  melakukan pengawasadpemeriksa 

secara intensif (day [+day supervision). Cakupan tugas OSP dapat meliputi 

sebagian atau seluruh kegiatan operasional bank. Hal tersebut terganiung pa& 

sasaran OSP itu sendin, apakah dalam rangka pengawasan atau pemeriksaan bank 

20 Direvisi dan Batunanggar S, On Sire S3pervisory Prensnce. Pengawasan Bank Behasis 
Risiko dan Berorientasi - Kedepan, Gema Korps - Bank Indonesia. Oktober 2000. 



secara menyeluruh atau hanya ditujukan untuk satu atau beberapa aspek kegiaan 

bank, misalnya cialam rangka pengawasan restrukturisasi W i t  atau pem'mkuan 

operasional bank. 

Tujuan utama program OSP adalah agar pengawas (Tim OSP) rnemiliki 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan perrnasalahan bank. 

Dalam konteks khusus, OSP yang diterapkan oleh OCC (USA) dan B1 merupakan 

suatu program yang dilakukan dalam rangka pengawasan bank berbasis nsiko dan 

berorientasi ke depan. 

Karena itu, kita perlu rnehami kaitan antara pengawasan bank berbasis 

risiko dengan OSP. Pengawasan bank berbasis risiko merupakan stratagi 

sedangkan OSP merupakan alat (tools) cialam mengimplementasikan strategi 

tersebdt. Dengan kata lain, pengawasan berbasis risiko dapat diimplementasiican 

rnelalui alat-alat pengawasan (supervisory to~?sj iainnya, seperti pengawasan 

bank (OH-.site supervision) dan pemeriksaan bank (on-site supervision). 

Berikut ini akan huraikan secara ringkas mengenai karakteristik (nature) 

program OSP vang diimplementasikan oleh OCC (USA) dan BI. 

Sebelum membahas rnengenai OSP, perlu diuraiican sekilas mengenai 

sistem pengawasan bank di Amerika Serikat, khususnya oleh OCC, karma 

strategi pengawasan bank berbasis risiko melalui program OSP yang diterapican 

BI di Indonesia diadopsi dari model OCC. Sejak 1979, K C  teiah muiai 

mengembangkan strateg pengawasan bank behasis risiko. 



Dalam konteks OCC, pengawasan bank (bank supervrsron) mencakup 

pengawasan dan pemeriksaan bank. OCC tidak memisahkan h g s i  atau 

organisasi pengawasan bank dan pemeriksaan bank tetapi menggabungkannya 

menjaQ satu. Organisasi pgawasan bank oieh OCC Qbagi kedalam dua jenis 

yang didasarkan pada ukuran (size) bank yakni : 

a) Large bunk supervrsron yakni pengawasan terhadap bank-bank besar (large 

bank) dengan total aset USD 1 milyar atau lebih sebagai bagian dari program 

perbankan mutinaslonal. Pola yang ditempuh OCC dalam pengawasan bank 

besar adalah pada bank yang diawasi. Jumlah pemeriksaan bank yang 

ditempatkan pada satu bank berlclsar 10 - 60 orang tergantung besar (aset) dan 

kompleksitas pennasalahan bank. Tenaga pemeriksa tersebut terdiri dari para 

pemenksa bank pilihan yang memilib pengalaman luas dan keahlian khusus 

di bidangnya masing-masing seperti treasury, ALM. credrt port$ioZro, dan 

SIMIT. 

b) Cornrnu.vtry bank supervtstan, yakru pengwasan terhadap bank kecil dengan 

total aset di bawah USDl milyar. Pengawasan terhadap communrty bank 

dilakukan oleh dedtcated teams, yakru para pengawas yang juga berperan 

sebagai perneriksa bank. 

Pertimbangan utama OCC dalam mengadopsi struktur pengawasan dan 

perneriksaan bank yang tergabung baik untuk large bank supervisron melalui OSP 

maupun untuk comrnuniy bank supervtsron dengan pola dedtcated team meliputi 

peningkkan efisiensi, optimalisasi alokasi sumber daya manusia, dan untuk 

tebih meyakrkan terlaksananya koordinasi yang efektif. Di samping itu, struktur 

tersebut lebih rneningkatkm efektivitas pengawasan bank. 



Penerapaa Program OSP oleh BI 

hplementasi OSP pada S'~kit~~4Iijr lmprturuf Earth 

Sebagairnana telah disinggung pada Bab Pendahuiuan, BI telah 

menerapkan program OSP dengan menempztkan pengawas atau Tim OSP pa& 

sembilan bank besar yang memiiiki perantin signifikan dalam sistem perbankan 

Indonesia (sy.~temrcally rrnpurtant banks) dengan pangsa total aset mencapai 75% 

dari totai aset perbankan Indonesia. Program tersebut m e r u p h  peiaksanaan 

Letter of Intent (Log dengan IFvfF sebagtu bagian dari upaya untuk lebih 

meningkatkan efektivttas pengawasan bank. 

Tenaga OSP melakukan pengawasan intensif (day-today supervrsron} 

terhadap masing-masing bank. Pada tahap awal, BI telah menempatkan minimal 

dua orang tenaga pengawas pada masing-masing bank. 

Tujuan program tmebut adalah agar BI selaku otoritas pengawas bank 

mehami kondisi bank-bank secara lebih mendalam dan menilai risiko yang 

dihadapi bank secara dini dm obycktif sehingga dapat melakukan tindak lanjut 

pengawasan secara iebih e f e b f  dan tepat waktu. 

Pada intinya, tugas utama dari Tim OSP adalah mtuk mengidentifikasi, 

menilai dan memantau risiko-risiko bank secara dini dan obyekif serta 

mernberikan masukan kepada satuan kerja pengawasan dm pemeriksaan bank 

dalam rangka tindak lanjut pengawasan bank dan informasi kepada manajemen 

bank. Cakupan tugas Tim OSP meliputi seluruh operasi bar!! dengan fokus pada 

bidang-bidang yang bensiko dan penekanan pada tiga elernen utama, yakni sitem 



pengendalian intern, sistem informasi manajemen, dan sistem manajemen risiko 

bank. Namun demikian, Tim OSP tidak terlibat dalam proses pengambiian 

keputusan dan tentu saja tidak bertanggung jawab atas hasii arau dampak 

keputusan yang chambil oleh manajemen bank. 

Sebagai persiapan sebelum melakukan tugasnya, Tim OSP memperoleh 

pengetahuan atau informasi dasar (core knowledge) dan melakukan penilaian 

pendahduan atas profil resiko (prelimmary risk profile assessment) masing- 

masing bank yang akan &a$asi secara langsung bekerja sarna dengan Satuan 

Ke r ja  Pengawasan dan Pemeriksaan Bank. 

Tim OSP bertanggung jawab untuk membuat laporan secara periodik 

kepada satuan kerja pengzwasan (dengan tembusan kepada satuan kerja 

pemeriksaan abnk). Sebelum Tim OSP wajib mengkomunikasikan hasil 

ternuannya kepada manajemen bank untuk segera mendapatkan tanggapan, 

khususnya untuk laporan bulanan. 

Produk utama dari Tim OSP adalah pnilaian risiko (risk assessment) 

bank yang dlsajikan dalam suatu profil risiko terkini (updated risk profile) bank 

yang memuat tingkat (late() dan arah (ire@ risiko-risiko yang dihadapi bank. 

Disamping menilai kondisi dan risiko bank, Tim OSP juga diharapkan 

marnpu memberikan rekomendasi yang realistis kepada satuan kerja pengawasan 

di BI yang pada intinya mencakup tiga aspek. Pertama, usulan mengenai perlunya 

pemeriksaan khusus atas area tertentu kegiatan yang dinilai berisiko tinggi dan 

memerlukan penilaian khusus atau penelitian yang lebih mendalanl. Kedua, 



inforrnasi mengenai masalah pengaturan kegiatan bank yang perlu disempumakan 

sebagai masukan kepada satuan keja penelitian dan pengaturan perbanitan. 

Ketiga, hai-ha1 yang periu menciapat perhatian manajemen bank (matters 

requiring board attention) yang perlu diarnbil oleh manajemen Sank untuk 

meminimalkan risiko-risiko dan memperbaiki kineja bank. 

Berdasarkan lopran Tim OSP tersebut, satuan keja pengawasan bank 

melakukan tindak lanjut pengawasan bank yang pada dasarnya juga &par 

mencakup tiga aspek yang telah drsebutkan dr atas, yakni usdan pemeriksaan 

khusus terhadap bank kepada satuan keja pemeriksa, usulan penyernpumaan 

ketentuan kepada satuan kerja penelitian dan pengaturan bank serta prminraan 

kepada manajemen bank untuk melakukan atau tidak meIakukan Iangkah-iangkah 

tertentu (cease m d  decease order) dalam rangka memperbaiki kine j a  bank. 

3. Karakterhtik UCzma Program OSP 

S e t i W y a  terdapat enam perbedam antara pengauman bank berbasis 

risiko melalui program OSP dengan pendekatan pengawasan bank yang dilakukan 

oleh Tim Pengawas Bank selama ini yang akan druraikan berikut ini. 

Pertama, OSP merupakan elemen yang terintegrasi dari sistem 

pengawasan bank baik pengawasan (ofl-site supervision) rnaupun pemeriksaan 

(on-site supervision) yang ada saat ini. Dengan kata lain, OSP bukan pengganti 

tetapi pelengkap atas sistem pengawasan dan pemeriksaan bank yang telah 

dilakukan selama ini. 



Kedm, peran Tim OSP adalah iebih sebagai pengawas, bukan pemeriksa. 

Namun dengan surat instruksi khusus Tim OSP dapat menjadi pemeriksa. Daiam 

rnelakukan pengawasan dm penilaian terhadap risiko bank, Tim OSP lebih 

banyak bersandar pada data, inforrnasi, d m  laporan intern yang dihasilkan oleh 

bank. Apabila dipandang perlu, Tim OSP dapat mengusuikan pemeriksaan khusus 

terhadap bidang atau kegiatan usaha tertentu bank yang dinilai risiko tinggi dan 

atau memerlukan penelitianiebih mendaiam. 

Ketigu, OSP rnenerapkan strategi pengawan Sank yang berbasis pada 

risiko. Sementara itu, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BI selama ini 

lebih berorientasi pQda aspek pengaturan (regulations) dan pemaniauan kepatuhan 

(compliance monitorin@ dan dewasa in! sedang bergerzk kearah 

pengawasm'pemeriksaan berbasis risiko. Kelemahan utama compliance bused 

supervision adalah h n g  cepat dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko- 

risi ko yang akan dihadapi bank. 

Keemput, sistem pengawasan yang chadopsi selarna ini cenderung terfokus 

pada evaluasi atas kondisi dan kinerja historis (hzstorzcdpe~orrnance) atau potret 

bank, sedangkan OSP menerapkan suatu strategi pengawasan berorientasi ke 

depan yang di fokuskan pada risiko-risiko bank. 

Kelima, dengan pengawasan pola baru ini, tenaga pengawas bank akan 

rnelakukan aktivitas pengawasan secara intensif (&-&-day supervision) pada 

masing-masing bank. Tim OSP bertugas mengidentifikasi, menilai, dan 

memantau risiko-risiko bank serta menmsulkan kepada Liirekturat Pengawasan 



Bank langkah-langkah perbaikan (corective actions) dan langkah-langkah 

pencegahan (preventive actions) dan langkah-langkah pencegahan @revenrive 

action) yang perlu dilakukan oleh manajemen bank untuk mengendalikan risiko- 

risiko tesebut. 

Keenam, OSP berbeda dengan speczal survezlance (SS) sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Obyek SS adalah bank-bank yang 

bennasalah dan berpotensi untuk dserahkan kepada B Y r N  unniir dsebatican atau 

dibekukan. Sedangkan obyek OSP adalah bank-bank yang berperan signifiican 

dalarn perekonomian. SS &laMan untuk mey&nkan tidak timbulnya masalah 

yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. 

4. Prodnk-Produk Tim OSP 

Secara umum, prduic OSP ciigunaican sebagai salah satu smber  

informasi oleh satuan kerja pengawasan, pemeriksaan, dan satuan kerja terkait 

lainnya untuk mengambil langkah-langkah leblh lanjut dalam rangka pelaksanaan 

tugas pengawasan bank secara luas. Informasi-informasi yang dihasilican oieh 

Tim OSP juga termasuk sebagai bahan informasi untuk .Dewan Gubernur. 

Hasil pelaksanaan tugas di lapangan tersebut dituangkan ke dalam 5 

macam laporan berikut ini : 



a. Laporan Mingguan 

Laporan Mingguan memuat hasil pelaksanaan tugas 'Tim OSP 

mengenai berbagai kegiatan bank yang dilakukan I minggu yang hsaj~kan 

secara ringkas. Laporan tersebut antam lain berisi hal-hal sebaga berikwt : 

1 .  Pemberian fasilitas kredit baru di atas Rp. 10 rnilyar ke atas atau 

ekuivalen, baik pemberian kepada debitur baru atau penambdhan fasiiitas 

kepada debitur lama. Dan juga pemberian kreht dari BPPN yang ciinrkar 

dengan Recup Bond. Dalam hal ini, Tim OSP memberikan opini terhadap 

pemberian fasilitas tersebut. 

2. Kondisi Likaiditas bank, antara lain meliputi informasi mengenai 

interbank borrowing maupun lending, cash flow, obligasi, kewaj iban 

Rupiah dm Valas yang akan jatuh tempo dalam rangka pendek, hail  

ALCO meeting surnber dan pznggunaan dam. 

3. Perkembangan dana pihak ketiga dan kebijakan suku bunga tiap minggu. 

4. Pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN). 

5. Kejahan-kejadtan siginifikan atau informasi relevan lainya yang t e r j d  

dalam satu minggu laporan, misalnya pelzinggaran ketentuan. 

6. Pelaksanaan kegiatan OSP dalam seminggu laporan dan rencana kerja 

minggu berikutnya 

b. Laporan InsidentaI 

Laporan ini berisi informasi penting yang memerlukan pengambilan 

tindakan segera oleh Direktorat Pengawasan dan atau Direktorat Perneriksaan 



dan satuan ke rja lainnya. Maka laporan tersebut harus segera disampaikan 

pada kesempatan pertama, misalnya melalui faks atau telepon terlebih Ahuiu, 

ken3~dian ciisusui dengan iaporan resmi. Sebagai contoh : 

- Terjadi gangguan dalam sistem teknologi bank yang mengakibatkan 

terJadinya gangbmnkegiatan operasional bank. 

- Pengaruh kenai kan interest rate terhadap rentabilitas bank. 

- Adanya kasus tertentu yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan 

usaha bank. 

c. Laporan Bulanan 

Laporan ini antara lain berisi tentang kondisi usaha bank seiama satu 

bulan, termasu!! risk profile assessment dan perubahan-perubahan organisasi 

serta icondrsi operasional maupun nun opemional lainnya. 

Disarnping itu, guna melengkapi dan menyempurnakan hasil kerja tim, 

laporan tersebut juga disampaikan kepada bank untuk dimintaican tanggapari 

c h i  Wlanajemen. 

d Laporan Trix-dan dan Laporan Tahunan 

Laporan Triwulan bersifat pengganti Laporan Bulanan pada bulan ke- 

3 yang bensi rangkuman selama 3 Sulan terakhir. Sedangkan Laporan 

Tahunan adalah pengganti Laporan Triwulan ke-4, analisis kedua laporan 

tersebut lebih mendaiam drbandrngkan dengan Laporan Buianan. 

Laporan Triwulan berisikan mreri-materi yang sama dengan isi 

Laporaii Buianan dan ditambah dengan analisa rnengenai C W k L  Kating. 



Pembinaan dilakukan terhadap bank yang sakit dan untuk itu agar bank 

tidak sakit maka diperlukan pengawasan. Pengawasan bank dilakukan oleh Bank 

Indonesia secara terus menerus baik meialui laporan yang dsarnpaikan bank 

kepada Bank Indonesia dan juga pemeriksaan secara langsung. Secara rinci dapat 

kita lihat pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, antara iain yaitu : 

1 .  Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi bank umum 

Laporan Keuangan tahunan adalah laporan keuangan bank yang disajikan 

dalam rupiah yang terdri d m  neraca, laporan komitmen dart kontijensi. 

Perhitungin laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas, catatan atas laporan 

keuangan, jumlah kredit kepada pihak terkait, kualitas aktiva produici~t, 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajiab dibentuk serta rasio 

kewajiban penyedaan modal minimum. Laporan keuangan tahunan ini 

diaudit oleh akuntan publik dm disertai komentar yang tercakup didalamnya 

hail  kajian ulang terhadap struktur pengendaiian intern bank. kuntan  pdi ik  

ini hams tercztat terlebih dahulu di Bank Lndonesia, jika tidak terdattar maka 

akan dtolak oleh Bank I,?donesia. Hasil laporan yang disampaikan oleh 

akuntan publik jika ternyata menurut hasil penelitian Bank Indonesia terhadap 

laporan hasil audit akuntan publik yang bersangkuean tidair mem-berikan 

gambaran yang sesuai dengan kondsi yang sebenamya. Dan pihak Bank 

Indonesia dapat melakukan sendiri audt terhadap laporan keuangan tahunan 

atau dapat menyerahkan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh pihak 

Bank IndGnesia sendin. 



Hal ini dilakukan agar diperoleh gunbaran yang sesuai dengan ekadana yang 

sebenarnya di dalam intern bank. Laporan keuangan tahunan ini disampaikan 

paling lambat bulan Apri! tahun benkumya. 

Lapran keuangan publikasi adalah laporan keuangan intern dan tahunan yang 

disajikan dalam rupiah yang terdiri dari nema  laporan komitmen dan 

kontijensi, perhitungan rugi laba dan laba di tahan ssrta informasi laimya 

yang meliputi komposisi pemegang saham, susunan pengums, jumlab kredit 

kepada pihak tekait, kualitas akhva produktif, pyis ihan penghapusan a h v a  

produktif yang wajib dibentuk serta rasio kewajiban penyediaan modal 

minimum. Peng~muman laporan keuangan publikasi diiakuican ci11piit kal i 

dalam setahun berupa laporan interim posisi akJur bulan Maret, Juni, 

September dm laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember. 

Laporan ini dimuat dalam surat kabar berbahasa Indonesia selambat- 

lambatnya dua bulan setelah berakhirnya bulan iilporan untuk iaporan 

keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan ernpat bdan 

setelah berakhirnya tahun laporan untuk !aporan keuangan ~r tahun posisi 

akhir bulan Desember yang tentunya telah diaudit oleh akuntan publik. Selain 

itu pada pihak bank wajib untuk guniingan laporan keuangarr pubil~asl yang 

teiah dimuat surat irabar, aua minggu se~ak tanggal pengumurnan. Laporan 

keuangan tdhunan d'an iaporan keuangan pubiiicasi ini diatur menurut Swat 

Keputusar. Direksi Bank Indonsia Nomor 3 i i4OiKEPiUlK tanggaf 9 Juni 1Y98 

tentang Laporan Keuangan Tahunan dan iaporan Keuangan Publikasi Bank 



Umum nomor 3 111 76/KEP/DIR. Sernentara untuk Bank Perkreditan Rakyat 

dengan asset 10 M cukup membuat laporan melalui direksi atau yang 

setingkat kepada Rapat Umum Pemegang Saharn, sesuai dengan Swat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DlF( ranggai 25 

Januari 1995 tentang Laporan Keuangan tahunan dan Publikasi. 

Rencana Kerja Tahunan 

Rencana kerja tahunan adalah rencana kegiatan dan anggaran selarna I tahun 

takwin disusun oleh direksi atau pengurus atau yang setingkat dan telah 

disetujui oleh dewan komisaris. 

Rencana kerja ini sekurang-kurang memuat, antara lain : 

a. Rencana penghmpunan dana, menyalwkim dana tersebut, pemberian jasa 

lain dan pengembangan produk perbankan yang dapat dlakukan oleh 

masing-masing bank sesuai dengan izin yang dimiliki. 

b. Rencana perluasan jaringan kantor 

c. Rencana pengembangan sumber daya mmusia 

d. Proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba 

Rencana ke j a  tahunail ini disampaikan icepada Bank Indonesia paling lambat 

satu bulan setelah tahun t a h m  dimulai dan bila terdapat perubahan terhadap 

rencana keja  tahunan ini, maka harus disampakan kepada Bank indonesia 

dan disertai alasannya. Dan ini disampaiican paiing iambat satu buian seteiah 

tanggal dilakukannya perubahan. Rencana ke j a  tahunan ini sangat diperlukan 

agar bank dapat memprediksi dan mereri~anakan aps saja yang hendak dicapai 



oleh bank. Ini sangat baik sekali untuk kemajuan bank dan untuk memperoleh 

kepercayaan masyarakat. Rencana keja  tahunan ini diatur &lam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DiR tanggal 25 

Januari 1995 tentang Rencana Kerja Tahunan. 

3. Batas rnaksimwn pernberian kredit 

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank barus dilaprkan kepada bank 

Indonesia. Laporan ini hams dilaporkan tiap triwulan sekali dan paling lambat 

satu bulan setelah trinulan. Untuk pernberian kredrt yang dikeluarhi oleh 

bank dibatasi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 3 11 177/KEP/DIR tentang Barns ivlaksimunl pembe~ ;an Kred~t Bank 

Umum, ini dimaksudkan agar bank tidak memberikan pinjaman meiampalu 

batas dana yang dimiliki. Dan selain itu juga untuk menghndan konsentrasi 

pernberian kredit pada satu ahu  kelompok penerima pinjaman saja. Kita dapat 

meli hat pada pasal7 mengenai batas malrsimuni padmian kredl r unruii phak 

tidak terkait, Bank Indoensia memberikan patokan setinggi-tingginya 30% 

dan modal sejak Surat Keputusan ini berlaku sampai tahun 2001, 25% daii-i 

modal saham selama tahun 2002 dan baiasan yang ketiga adalah sebesar 20% 

dari modal sejak tanggal f Januari 2003. Dan batasan pemkian kredit juga 

diberikan untuk plhak terkait seperti yang tercantusn dalam pasal Y yam 

sebesar 10% untuk satu pinjaman atau kelompok peminjam dan untuk seluruh 

pihak terkait setinggi-tingginya 10%. Langkah protekhf ini diambil oleh Bank 

Indonesia dinilai tepat oleh banyak kalangan, karena selarr~a ini yang terjadl 



adaiah penyalahgunaan terhadap pemberian kredit. Kredit banyak diluncurkan 

kepada pihak terkait seperti keluarga, teman, atau juga untuk keperlua~~ bisnis 

dan pemilik bank atau pemegang saham dan akhirnya menimbulkan kredit 

bermasalah. Dari k r d t  bermasalah inilah yang akhimya membuat bank 

terancan. kelangsungan hidupnya dan bila tidak mendapat bantuan dan Bank 

Indonesia, bank-bank tersebut akan terkena likuidiias. Din untuk itu kehaii- 

hatian dalarn pengawasan terhadap pengucuran kredit oleh bank saat ini 

diutarnakan oleh Bank Indonesia, agar tidak te rjd penyala??gunaan terhadap 

pemberian bedit seperti di masa yang iaiu. 

4. Pusisi devisa net0 

Posisi devisa net0 ini diatur oleh Bank Indonesia mengingat kekhawatiran 

yang dtimbulkan &bat munculnya produk-produk baru di pasar valuta asing 

akan meningkatkan resiko yang akan dihadapi oleh bank. Pasal 1 (e) : 

Menyatakan posisi devisa net0 adalah angka yang merupakan penjrrmlahan 
dari nilai absolut untuk jumlah dari : 
( I  j Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca unhlk setiap valuta z i n g  

ditarn bah dengan 
(2) Selisih bersih taguhan dan kewjiban baik yang merupakan komitmen 

maupun kontijensi dalam rekening administrasi untuk setiap valuta asing. 

Yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Laporan dzvisa neto ini wajib 

disampaikan kepada Bank Indonesia seminggu sekali, seperti yang te1a.h 

dnyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

3 1/178/KEP/DIR tentang posisi Devisa Neto Bank Umurn. 



5. Pemantauan terhadap li kuiditas 

Pemantauan terhadap likuidtas ini harm disampikan y a k  lapran proyeksi 

arus kas dalam tiga bulan yang akan datnag dm laporar! yaitu gambaran 

mengenai pos-pos &va dan pasiva dalarn neraca yang &an j a t d  tenlpo. 

Pemantauan ini d i l a ! a n  untuk mengetahui perkembangan bank dan 

untukmenjaga kelangsungan hidup bank yang bersangkukn. Lebih rinci ha2 

ini diatur dalarn Swat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

31/179/KEP/DIR tentang Pemantauan Likui&tas Bank Umum, namun 

didalamnya juga diatur mengenai bank yang berpinsip syariah yang berlaku 

sama seperti bank umurn. 

Fungsi pengawasan bank diatur dalarn pasal24 Undang-undru~g Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berbunyi : 

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuci cialam pasal 8 
huruf c. Bank Indonesia menetapkan peraiuran, memberikan clan 
mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tersebut dari bank, 
melaksanakan pnagwasan bank, &n mengenakan sanksi terinadap banic 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". 

Berdasarkan pasai tersebut Bank Indonesia b e r u s d ~  szmaksimal mungkrn 

dalam melakukan pengawasan terhadap bank~bariic 

Pada saat Indonesia memasuki hisis yang dimulai dengan knsis nilai tukar rupiah 

yang terus menurun pada awal tahun 1997 ternyata kita tidak mampu keluar dari 

knsis ini seperti halnya negara ASEAN lainnya. Penyebab dari semakin 

mcmburuknya krisis ini tak lain dipicu d m  derasnya a m  modal ke luar negeri, 



utang luar negeri yang jatuh tempo, pembiayaan import dan juga munculnya para 

spekulan dolar. 

Seperti halnya manusia ymg senantiasa memeriksakan kesehatannya ke 

dokter, maka bank-bank yang ada juga periu untuk dperiksa agar dapat dketahui 

kondisinya. 

Penilaian Bank Indonesia terhadap kesehatan bank ditentukan oleh 

bekrapa knteria, djrnana kriteria penilaian tingkat kesehatan ini bertujuan untuk 

menentukan apakah bank tersebut &lam kondsi yang sehat cukup sehat, lcurang 

sehat, dan tidak sehat, sehingga Bajc Indonesia sebagai pembina dan pengawasan 

bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimzna bank tersebut harm 

dijalankan atau bahkan dihentikan kegatan operasinya. 

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank teiah dtentukan oleh 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Ucilang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Atas dasar undar~g-undang tersebut, 

bank-bank diwajibkan membuat laporan baik yang bersifat rurin araupun secara 

berkala mengenai seluruh ahvitas &lam periode tertentu. 

Penilaian tingkat kesehatan bank diiakukan setiap tahun, apakah ada 

peningkatan atau sebaliknya purunan. Bag bank yang sehat bukan suatu 

rnasalah karena rnernang itulah yang dihrapkan dan upaya terus dipertahankan 

kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang kesehatannya menurun, rnaka akan 

mendapat pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai penagwas dan 

pembina bank-bank. Bank Indonesia bisa menyarankan kepada bark-bank yang 



tidak sehat untuk melakukan perubahan manajemen merger, konsolidasi atau 

malah likuidasi k e b d a a M y a  jika mmang kondisi bank sudah parah, namun 

untuk melakukan likuiditas akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan 

pemeriksaan dan pembinaan dan menwut Bapak Rahqo, langkah untuk 

melakukan likuidasi terahdap sebuah bank memerlukan biaya yang banyak, 

sehingga sebisa munglun langkah untuk melakukan kondisi terhadap bank yang 

tidak sehat akan dihindari oleh Bank Indonesia. 

Penilaian yang &laicukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa aspek 

seperti yang tertuang dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun '-1992 tentang 

perbankan, yaitu : 

1 .  Aspek permodal 

Yang dinilai adalah modal yang drmiliiu oleh bank yang besarnya telah 

ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 26/20KEP/DiR ~anggai 29 Mei 1993 yang mewajibkan 

semua bank untuk menyedialcan modal minimum sebesar 8%. Penyediaan 

modal minimum ini harus ada dan tidak boleh kurang, ji ka kurarrg maka Bank 

Indonesia akan meminta kepada bank untuk menambah modal sampal 

mencukupi (3%. Jika ternyata tidak marnpu menyediaksltl dana atau modal 

minimum ini, maka bank akan masuk dalarn pembinaan dan pengawasan 

Bank Indonesia dan BPPN sampai diketemukan jalan keluamya. Jika ternyata 

kondisi bank bisa membaik maka akan segera dilepas dan bila ternyata tidak 

mampu rnemperbaikl kondisi maka solusinya adalah merger, k~nsolidasi, 

akuisisi dan likuidasi. 



2. Aspek kualitas aset 

Yaitu untuk menilai jettis-jenis aset ymg dimilih oleh bank. Penilaian ini 

sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yaitu dengan 

rnembandngkan aktiva prod&f yang dklarifikasikan dengan aktrva 

produktif, Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 

Axiva prod&f dklasifikasikan. Rasio ini &pat ciiiihar dart. neraca yang telah 

dilaporkan secara berkala. Bank Indonesia d a p t  melihat dari hasil laporan 

keuangan tahunan yang dlaporkan oleh bank atau juga laporan yang 

disampikan secara bulanan dan triwulan. 

3. Aspek kualitas manajemen 

Aspek ini yang dinilai adalah mengenai sumber daya manusianya. Hal ini 

dilakukan oleh Bank Indonesia karena manajemen yang dilakukan oleh bank 

sehari-harinya juga dipengaruhi oleh kualitas manusia yang beke rja di bank 

tersebut. Penilaian didasarb pada 250 pertanyaan yangd iajukan oleh Bank 

Indonesie kepada karyawan bank yang bersangkutan mengenai manajemen 

permodalan, rnanajemen aktiva, manajemen m u m ,  manajemen m u m ,  

manajemen rentabilitas dan manajemen kaulitas. 

4. Aspek likuiditas 

Aspek ini yang dinilai adalah kemampuan bank untuk membayar semua 

hutang-hutang tenrtama simpanan tabungan, depositi, dan giro saat ditagih 

dan pihak bank dapat pula membemkan pinjaman kredit yang iayak dibiayai. 

Secars umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi 

dengan hutang lancar. 



5. Aspek rentabilitas 

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba untuk setiap 

periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabiiitas yang 

dicapai bank yang bersangkutan. Ba& dapat hkatakan sehat apabiia 

rentabilitas tems meningkat. Dan juga dilihat dari rasio laba terhadap total 

aset dan perbandingan biaya operasi dengan pendaparan oprasi. 

Aspek di atas dikenal dengan penilaian analisis CAMEL (Capuui, 

Aset, Mmugernent, E m r n g  und Lzqzlzfyy. Selain penilaian analisis CPMEL 

yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank juga dilakukan penilaian 

terhadap: 

1. Ketenttm pelaksanaan pemberian kred~t usaha kecil dm pelaksanaan 

kredit eksport. 

2. Pelangpran ketentuan batas maksimum pemberian lcredit (BRIP'Kj sepem 

yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jhdonesia Norno1 

3 1 /177/KEP/DIR tentang batas maksimum pemkrianr kredit. 

3. Pe1anggam.n posisi devisa net0 

Posisi devisa net0 hams dilaporkan setiap hari kepada Bank Indonesia, 

dalam bentuk lapran konsolidasi yang mencakup kantor-kantor cabang di 

dalarn negeri dan luar negeri. Laporan ini disarnpaikan untuk mengetahui 

keadaan posisi devisa neto yang sebenarnya, dimana posisi devisa neto 

tidak boleh melebihi 40% dari jumlah kelebihan posisi devisa net0 pada 

tanggal 3 1 Desember 2004. 



Dari masing-masing aspek ini kita akan mernbenkan penggolongan 

kesehatan bank, yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk memkri predikai 

kesehatan bank sebagai berikur : 

) NILAIKREDIT I PREDIKAT 1 
Sehat 

Cukup sehat 

Kurang sehat 

Tidak sehat 

5. lm yiernentasl Progi-zm Orzdite Supervisory Presence 

aj OPS : Pendekatan Fengawasarr Zerbasis &iw 

Pendekatan pengawasan melahi OSP merupai<an gar& terdepan mssl 

pernb~naan dan pengawasan bank oleh BI clan d~maksudkan untuk mendukung 

efektivitas pengawasan selama ini. Program OSP bukan untuk meniadakan 

sistem pengawasan konvensional (complrunce based supervwror;) yang 

dipakai selama ini, namun merupakan upaya -mtuk menyempurnakan dm 

mengefektrfkan pola pengawasan yang Qsesuaikan dengan pesatnya 

perkembangan bisnis perbankan yang berisiko. 

Dengan diterapkannya pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan 

bank, maka diharapkan para pengawas bank akan memperoleh penlahaman 

yang lebih baik atas kualitas manajemen, karaktnstik bisnis, dan nsiko yang 

dihadapi bank. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan BI untuk dapat 

rnenjalankan fungsi pengawasan bank secara konsisen, transparan dan 



bertanggung jawab sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana 

diamanatkan &lam Undang-Undang Ko. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. 

Dalam hubungan ini, pmgawasan BI akan lebih tdokus &lam 

pencapaian sasaran spesifik dari pemeriksaan risiko terhadap aspek kegiatan 

tertentu bank. Adapun pemeriksaan khusus risiko ditujukan untuk melakukan 

penilaian terhachp bank yang secara spesifik rnempunyai risiko yang relatif 

signifikan di area tertmtu dan berpotensi menimbu'l'kan kerugian bagi bank 

dan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank:' Untuk mendukung 

efektivitas implementasi pengawasan berbasis risiko, terdapat beberapa 

persyaratan yang hams dipenuhi. Pertama, tersedianya kerangka ketentuan 

(regulatory fiarnework). Kedua, terjdinnya komunikasi dan sinerg antara 

pengawas dengan manajemen bank yang memungkinkan tercapainya 

kesarnaan cara pandang mengenai penilaian risiko dan tindak lanjut 

(corrective actions) yang perlu dilakukan serta upaya pencegahannya 

(Prmentive actions). Ketiga, adanya transparansi dan kesadaran rnanajemen 

bank (risk awareness) terhadap pentingnya menajemen risiko. Target akhir 

penedekatan pengawasan berbasis risiko melalui OSP ini selain untuk 

nendapatkan profil risiko individu bank juga diharapkar, mampu mendukung 

terciptanya good corporate governance, market disciplhe, dan efective 

bunking supervision dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional 

yang sehat, aman, dan memilikr daya saing. 



B) f roses Penilaiars Risiko oleh Tim OSP 

Seperti diketahui, bisnis perbankan merupakan usaha yang berisiko. 

Namun demikian, pengawasan berbasis risiko ini ti&& dirnaicsudkan untuk 

menghilangkan risi ko bank sama sekali, melainkan merupakan upaya 

mengidentifikasian dan pemantauan eksposur risiko pada batas yang dapat 

dikendalikan oleh bank. Dalam pelaksnaan tugasnya, cakupan OSP meiipuii 

penilaian terhadap aspek kualitatif rnaupun kuantitatif. Dan segi kuaiitatif, 

terdaapt tiga aspek utama yang menjadr fokus perhatian pengawan, yakni : 

p e t a m ,  proses pengendaiian intern, untuk memastikan telah diterapkannya 

praktek-praktek perbankan yang sehat; kedua, sistem infomasi manajexnen 

(SMj, untuk rnengetahui tingkat akurasi data kuali ' t  infformasi yang 

disajikan, dan ketigu, manajemen risiko bank, termasuk &dalamnya sistem 

pengendaiian risiko. 

Dua aspek yang pertama merupakan faktor fundamental yang rnerjadi 

prasyarat bagi tercapainya efektivitas proses manajemen risiko. Daiam kaira;; 

tersebut, evaluasi yang kornprehensif terhadap efehvitas pengendalian intern 

dan a h a s i  sistem informasi manajemen merupaican hai yang mutiak bag  

OSP sebagai bagian pendetapan judgment kualiias risiko yang dihddapi bank. 

Hasil penelitian aspek kuali tztif tersebut digolongkan kedalam tiga kategon 

yaitu kuat (strong), memuaskan (sutisfuctoryl, dan lemah (weuk). 

Dari sisi kuantitatif, sesuai dengan metodologi risk assessment yang 

diadopsi dari OCC. Risiko yang mungkin dihadapi bank iiikalsifikasika11 ke 



dalam sembilan jensi risiko yakni : credit risk, interest rate risk, liquidity risk, 

foreign currency translation risk, transaction risk, compliance risk, strategic 

risk, dan reputation risk. Tiga risi ko terakhir yang dapat diklsifikasi kan 

sebagai faktor risiko kualitatif. 

Setelah melakukan penilaian awal (preliminery assessment) mengenai 

aspek kualitatif dan diperoleh keyakinan mengenai kualitas dan 

efektivitasnya, maka proses selanjutnya adalah melakclkan indentivikasi, 

menilai, dan rnemetakan sembilan kategori risiko tersebut dm 

mengklasifikasikannya ke dalam tiga golongan tingkat risiko, yaitu tinggi 

(high), sedang (moderate), dan rendah (low). 

Dari hasil komplikasi judgment tingkat risiko, baik h l i t a t i f  rnaupm 

kuantitatif, dperoleh garnbaran risiko agregat (aggregate ris& yang 

merupakan judgment kese l -dan  tingkat risiko bank dan fokus risiko yang 

perlu mendapt perhatian pengawas. Risiko agregat ini selanjutnya juga 

digolongkan kedalam tiga tingkat, yakni tinggi, sedang, dan rend& Berbekal 

gambaran risiko secara agregat, OSP melakukan pemantauan risiko yang 

difokuskan pa& arah perkembangan risiko ke depan (direction ofrisk), yaitu 

potensi atau ekspektasi perubahan profil risiko yang mun&in dihaciapi bank 

pada beberapa periode ke depan (6-12 buian) apakah stabil, menurun, atau 

terjadi peningkatan. Arah perkembangan risiko ini dapat rnempengaruhi 

teknik dan strategi pengawasan, dalam arti apakah perlu dilakukan validasi 

lebih dalam terhadp aspek kualitatif dan seberapa banyak sampel yang 



diperlukan. Selain itu, fokus pngawasan juga disesuaikan pada kegiatan- 

kegiatan atau area tertentu yang diperkirakan akan mengubah ilsiko agegat 

dan profil risiko. Misalnya, apabila ekspektasi risiko kredit akan meningkat 

karena bertambahnya kredit bermasalah, rnaka area yang terkait dengan kredt 

rnenjadi f ~ k u s  utama. Atau apabila dari maturzry profile atau cashtiow 

diperoleh indikasi kernungkinan te rjadii~ya mz.match atau liqiriiicty gap, iiiaka 

area yang terkait dengan reasury bank a h  dipantau iebih intensif. 

c )  Evaiuasi terhadap Pengciidaiiiin iiiiei'ii 

Keeberadaan proses pengendaiian intern (iniernui cuntrui process) 

yang efeictif tidak hanya rnenjadi concern bagi manajemen tetapi juga bag 

pengawas. Dari sudut panhng manajemen risiko, pengendaiian intern 

merupakan bagan yang sangat penting dari keseluruhan proses pengelolaan 

risiko. Kondisi pengendalian intern berpengaruh secara signifikan dan 

memiliki koreiasi positif t d a d a p  tingg rendahnya risiico operasionai bank. 

Oleh karena itu, pengawas perlu melakukan evaiwi secara icomprenensif 

untuk memastikan kecuhpan, efektivitas, clan efisiensi proses pengendalian 

intern bank, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas 

organisasi dan lingkup bisnis bank. Hasil evaluasi teisebut rnenjadi 

pertimbzngan pokok dalam menilai profil risiko bank. 

Secara garis besar, proses evaluasi pengendalian intern mencakup 

sekruang-kurangnya tiga level are. Level pertarna berkaitan dengan area 



operasional; level kedua berkaitan dengan fungsi internal audit, clan level 

ketiga berkaitan dengan fungsi pengendalian intern yang dilakukan oleh 

direktur kepatuhan (compliance audit) atau komite audit (audit committee). 

Proses pengendalian intern dalam bidang operasional merupakan hai 

yang paling kntsial mengingat area ini meruprdcan suatu proses yang 

berkesinambungan, saling terkait, dan berpotensi tinggi terhadap terjadi~iya 

risiko (high risk areaj. Kecukupan sistem dan prosedur check and baiuncc 

dan konsistensi dalam pelaksanaannya merupakan indtkator penting dalam 

menilai efehvitas dan pola pengendalian intern yang ada di bank. Contohnya 

adalah kelengkapan sistem operasi dan prosedur, peneniuan limit, kebijakan 

risiko, sistem informasi, check and control, dm proses tindak imjut serra 

pencegahan (corrective and preventive actions). Semua elemen tersebut 

menentukan icualitas pengelolaan risiko dan karena itu menjadi pertimbangan 

penting &lam menilai profil risiko bank. 

Proses pengendalian intern yang dilakukan oleh internal audit bersif-at 

p e r i d k .  Untuk bisa ~??elakukan tugasnya secara e f e h f ,  internal au&t harm 

independen dari satuan-satuan ke rja yang diawasinya dan memiliki sumber 

daya manusia yang memadai, baik dari sisi kecukupn maupun kompetensi 

dalam menganalisa risiko. Agar proses pengendalian intern lebih efektif, audii 

yang dilakukan hams cukup komprehensif cSan mendaiam. Adapun hasil au&t 

yang dilakukan oleh internal audit bank merupaican informasi yang berharga 



bagi Tim OSP karena membantu mengarahkan tim untuk mendalami lebih 

lanjut risiko-risiko yang dihadapi oleh bank. 

Peran direktur kepatuan tidak kalah pentinpya. Sesuai fbrqpirlya, 

keberadan drektur kepatuhan diperlukan dalarn mendukung terciptanya 

pengendalian intern yang mampu secara e f e h f  menglllndarkan bank dari 

kemunglunan terjadinya kerugian yang berdampak pztda kelai~ysur~gaii usaha 

bank. Hal-ha1 yang dilakukan oleh divisi kepatuhan antara lain adalah 

melakukan pengendalian terhaclap kepamhm terhadap prinsipprinsip 

pengendalian intern, prakttk-praktek perbankan yang sehai, dan ketentuan 

kehati-hatian. 

Selain i t y  respons yang cepat juga dperlukan unhrk rnenindair Iaijuti 

hasil temuan pemeriksaan, baiic yang dilakukan oleh internal audt, akunian 

publik, rnaupun oleh BI. Sebagai tindakan preventif, direktur kepatuhan juga 

harus secara aktif terlibat dalarn investigasi risiko-risiko utama dm 

mengusulkaq strategi ymg dapat merninimalka~i eksposur risiko, serta 

mengarnbil alih inisiatif &lam ran& memperbaiki pengeIoIaan risiko. 

Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi drektur kepatuhan atau 

komite audit dapat diperoleh oleh TIM OSP melalui wawancara ataupun dari 

review terhadap risalah-risalab rapat serta hasil tindak ianjut (corrective 

uctiom). 

Dalam kaitan dengan penilaian kodnisi pengendalian intem tersebut, 

Tim OSP melakulian,udgment terhadap : 



- Kualitas proses pengendalian intern yang ada di bank. 

- Aspek-aspek kualitatif proses pengelolaan risiko sehubungan dengan 

penilaian profil risiko. 

Tertimbgan yang mendasari penilaian pengendalian intern a d d l  

kemampuan sistem pengendalian intern u n e  memenuhi sasaran seperri 

kegiatan usaha bank yang efektif dan efisien, akurasi dan transaksi-trailsaksi 

yang tercatat, keandalan (re11abifir)t) laporan keuangan, sistem pengeloiaan 

risiko yang efektif, kepatuhan terhadap ketentm-ketentum, kebij akan cian 

prosedur, baik intern maupun ehtern. 
. . 

d) Sistem Infomasi h%;inajemen (SECj 

Sebagaimana diicetahui, pendeicamn pengawasan yang 'oerciasar pa& 

kepatuhan ('compirance base4 hanya mengandalkan laporan-iaporan periodiic 

yang disampaikan bank. Proses pengawasan yang berorientasi pada kepatuharl 

pada dasarrrya rnengacu pacia potret rnw ldy sehingga kurang mampu 

mengantisipasi potensi atau ekspektasi yang mungkin :erja& di masa depan 

yang berpengaruh szcara signifikan terhadap kinerja keuangan bank. 

Oleh karena pedekatan terhadap kepatuhan tidak &pat memotret dan 

rnengantisipasi profil risiko bank, Tim OSP riiharapkari clapat rnernperoleh 

data terkini dengan menggunakan informasi yang tersedia bag manajemen. 

Karena alasan prahs, Tim OSP tidak melakuican sendiri perhitungan semua 

eksposur risiko tetapi menyandarkan pa& infoimasi yang dihasilkan oleh 



SIM. Namun demikian, Tim OSP hams memahami akurasi data dan kualitas 

informasi yang disajikan dalam SIM. 

Mengingat pentingnya peranan SIM, Tim OSP harus rnampu 

mengevaluasi SIM secm ko~nprehensi f. Pertimbangan yang mendasari 

pentingnya peranan SIM &lam pengelolaan risiko antara lain adalah bahwa 

keputusan rnanajemen yang didasarkail liepa& S L l  yang ttidak e~ekii& t i k k  

akurat, dan tidak lengkap dapat berakibat pada meningkatnya risiko 

diberbagai bidang, seperti kualitas kredit, likuldiias, suku bunga, dan foreign 

currency. Di samping itu, SIM yang lemah mengakibatkan tingginya risiko 

operasional. 

Sejalan dengan itu, S M  harm mampu menyediakan informasi yang 

reliable mengenai enam kategori risiko yang sangat volatile dan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor eksternal, yakni credit risk, interest rate risk liquidity risk, 

price risk, d m  transaction risk. Ketiga kategori risiko yang lain, yakni 

compliance risk, strategic risk, dm reputatiori risk kurang k r s i  fat volutile. 

Untuk menilai kemampuan, akurasi, dan kualias SIM &lam 

mendukung proses pengambilan keputusan manajemen clan pengelolaan risiko 

yang efektif, Tim GSP melakukan evaluasi apakah SIM memungkinakn bank 

untuk mengenali risiko (recognize the risk), memantau risiko (monitor the 

risks), mengukur eksposur risiko (meusure the risk exposures), membatai 

risiko (limit risk), dan mengelola risiko {manage risksj. Cakupan aspek-aspek 

yang hams dievaluasi oleh Tim OSP antara lain adalah sebagai beiikut : 



I) Mengenaii Risiko (rtxognrie the risks) 

- Apakah semua risiko telah diidedfikasi ? 

- Jenis-jenis risiko apa yang belum teridentifikasi (jika ada) ? 

- Apakah aspek-aspek risiko telah chidentifikasi untuk prduk-produk 

atau transaksi baru '7 

- Apakah top management memperoleh inforrnasi yang memadai, 

termsuk informasi risiko, sebelum bank memutuskan untuk melakukaii 

transaksi barn atau meluncwkan produk baru ? 

- Apakah terdapat prosedur untuk melakukan review terhadap proses 

indentifikasi risiko secara periodik &n apak& prosedur tersebut idah 

secara efektif diterapkan '7 

2) Memantan Rki i i~  (mritor the r i s h )  

- Apakah SIM memungkmkan pemantauan risiko secara memadai ? 

- Apakah tanggung jawab untuk pemantauan risiko telah iiitetapkan 

secara jeias ? 

3) Mengukur Risih ~Ziemre thc' dbh exposure) 

- Apakah proses pengukuran telah dibakukan ? 

- Untuk metodolog pengukuran risiko yang belum baku (misalnya 

value at Risk), apakah metodologi yang dipilih tersebut telah 

m e m a b ?  

- Bila proses pengkuran risiko dildukan dengan suatu model, apakah 

model tersebut diaudit secara periodik ? 



- Apakah metudologi yang dipilih telah dipaharm oleh pengguna dan 

hasil pengukuranya dapat dipahami oleh pernakai akhir ? Apakah 

mereka telah sadar akan keterbatasan yang melekat pada metodologi 

tersebut ? 

4) 7vIes;bafasi Risiko (limit the risk exposures) 

- ~paicah terdapat iimit terhaciap eksposur risiico ? 

- A p  yang terjadi jika limit dilampaui'i Apakah SM mampu 

memberikan informasi peringatan secara memadai ? Apakah SLV 

tersebut rnenginforrnasikan alasan-alasan terjadinya pelampaun limit ? 

- Apakah terdapat proses tindak lanjut dan tindakan korebf yang 

diambil sehubungan dengar, pelanggaran limit ? 

- Apakah limit tersebut telah ditetapkan secara memadai ? Apakah 

terdapat proses review terhadap limit secara periodik ? 

5)  Mengelolir R i s i b  (miiiige the risk) 

- Apakah sistern rnernberikan gambaran yang akuran dan jelas mengenai 

level dan name  risi ko ? 

- Apakah sistern telah mernadai untuk rnendukung pengambilan 

keputusan ? 

- Apakah sistern rnenyediakan sarana untuk me1akuka.n simulasi dalani 

rangka membaniu rnanajemen mengambii iceputusan ? 

Dismping hal-ha1 diungkapkan di atas, Tim OSP juga meIakukan review 

apakah SIM yang dimiliki bank telah memenuhi beberapa kiteria, yakni 

timeliness, accurucy, consistency, completeness, dan reievunce. Kriteria ztau 

kualitas tersebut hams dirniliki oleh suatu STM yang efektif 



e)  Analisa Jan TsBapzrn f cinilaian Profil Risiko 

Dengan mengetahui kondisi efektivitas pengendaiian risiko dan 

kualitas SIM yang dimiliki oleh bank, Tim OSP akan memperoleh 

pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas pengelolaan risiko yang 

dilakukan oleh bank. Selain itu, decgan pemahaman yang lebih baik tersebut, 

Tim OSP akan memperoleh keyakinan terhadap r'aktor judgrr~ent yang aka11 

diambil pada saat menetapkan tingkat risiko bank secara agregai. 

Pengidentifikasian, penilaian, dan pengukuran masing-masing risiko 

hingga pada suatu keputusan bahwa suatu risiko digolongkan* sebagai Low, 

Moderate, atau Hjgh memerlukan tahapaii ymg berbeda antuk masing-maslng 

jenis risiko. Namun demiiuan, secara agregat, reciapar kererkaitan yang erar 

antara satu risiko dengan risika yang lain. Misalnya kebijakan manajenien 

likuiditas bukan saja akan semata-mata berdampak pada eksposur risiico 

likwditas, namun juga berpengaruh pila eksposrrr llsiko tingkai bunga, ris~ko 

kredit, dan risiko nilai tdm. 

Berikut ini akan drsajikan sekilas mengenai langkah-iangkah yang 

diambil oleh Tim OSP dalarn melakukan Rzsk Asessment terhadap suatu jenis 

risiko. Sebagai contoh akan disajikan tiga jenis risiko, yaitu risiko kredli, 

risiko likuihtas, dan risiko tingicat bunga. 

a. Risiko Kredi; (Credit Risk) 

Daiam menilai risiko kredit, Tim OSP hams rnemastikan bahwa 

prosedur pemberian kredit telah didasarkan pa& hrialibii kelayaica~l usaha 



dan mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dan' aspek buditatif, penilaian 

sistem pengendalian intern ditekankan pada itkurasi dan kelengkapr.1 

sistem informasi kredit serta efektivitas dan independensi risk manujernenl 

unit. Unit memperole h keyakinan terhadap sistem pengendaiian intern 

tersebut, Tim OSP perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur 

pemberian kredit (credit grunting guidelines), proses pemantaun kredii 

(credit monitoring), dan adminismsi icredir (credic adrnmistmcion~. 

Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah proses 

pengambilan keputusan kredit, yang antara Iain menyangkut : kriteria 

yang digunakan, adanya pemisahzn tugas d~egregution of duties), teknik 

penilaian (scoring cechniquej, analisis group jpendekatan secara 

konsolidasi), kebijakan penentuan jaminan (colateral), kepatuhan terhaciap 

kebijakan, kebijakan pencadangan (jwovisioningj, serta monitoring dan 

S M  (berkaitan dengan kemampuari mengkvnsoli&~iiian eksposur iisiko 

khususnya untuk kredit grup, afiliasi, ataupun pihak-pihak terkait). 

Selanjutnya secara kuantitatif, risiko kredit dapat cfilihat c h i  

besarnya kredit bermasalah (non peiformzng ZoanNPL), kecukupan 

cadangan, dan konsentrasi kredit, dan pem~bul tan  Irredii. Ronsen~rasi 

kredit menyangkut sektor ekonomi tertentu, kelompok (grupj tertentu, 

daerah geografis, ataupun negara-negara tertentu. 



b. Xsiko Likuiditas (ZiqziSty Risk) 

Secara umum, permasalahan likuiditas terjadi karena adanya 

ketidak seimbangan transfonnasi sumber dana yang umurnnya berjangka 

pendek kepemberian krecht atau penempatan pa& a h v a  produktif iainnya 

yang berjangka lebih panjang. Kondisi tersebut berpotensi menimbuikan 

mismatch dan berakibat pa& tingginya risiko likuidiias. 

Berkaitan dcngan ha1 tersebut, diburuhhn sistem inrformasi yang 

secara efisien mampu mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan 

dan mampu mendukung strategi pengelolaan risiko likuiditas.  eng gin gat 

kondisi likuiditas bersifat sangat vdatile, pendeki-slan pengawasail yang 

berorientasi ke depan sangat diperlukan untuk menulai sistem dan 

prosedur pelaporan manajemen yang efisien, pengarnbilan keputusan 

manajemen yang proaktif, keakuratan pengukuran liquidity gap, dan 

adanya cuntigency funding plan. 

Dalarn melakukan penilaian risiko likuichtas, terdapat dua ha1 yang 

perlu mendapat perhatian yaitu cushflow statement dan maturity profile. 

Kedua laporan teisebut akan memberikan gambaran prospek likuiditas 

bank ke depan apakah akan te rjadi mismatch, liquidity gap, surplus, atau 

defisit. Dan' infonnasi tersebut, analisis akan berkem-bang ke arah 

komposisi, volume, jangka ~dctu,  dan trend pertumbuhan baik &va 

prodtd&f maupun dana pihak ketiga. 



Tim OSP dapat meminta klarifikasi pengurus bank mengenai 

langkah-langkah yang akan diambil apabila Loirdisi iikuidiias Lstrln iidak 

menguntungkan dan risiko i i i d i i a s  rerus meninwi. 

c. Risiko Tingkat Bunga {l~zieral Rure Eisti, 

iiisiko tingkat bunga terjacii icarena adanya pergeraican struktur 

tingicat bunga cii pasar yang tidak menguntungkan. Risiko tingkat bunga 

ini terkait erat dengan risiko lain tenrtama risiko likuiditas. Oleh karena 

itu, penilaian terhadap risiko tersebut hams dilakukan secara 

komprehensif 

Selain akibat mismatch antara f ~ e d  rute donominated ussets dan 

iiabiiities, risiko tingkat bunga juga dapat terjadi karena adanya mismatclz 

antara variabel tingkat assets and liabilitis. Sementara itu, keputusan 

manajemen likuiditas akan berdampak terhadap eksposur intersr mre risk, 

karena cam apapun yang ditempuh untuk menutup liquidity gap, baik 

fiquidify fending maupun liquidity borrowing, memberikan dampak 

terhadap level risiko tingkat bunga berkaitan Gengan proses resetti~g suku 

bunga. 



B. Upaya yang Dilakukan Bank Indonesia dalam Pembinaan dan Pengawasan 

Bank 

Pennasalahan yang timbul pada saat Bank Indonesia melaksanakan 

fhgsinya sebagai pembina dan pengawasan terhadap perbankan nasional ada 2 

yaitu : 

1 .  Adanya intervensi dari pemerintah 

2. Admya keterlambatan dalam menyampaikan laporan ke Bank Indonesia. 

Penyelesaian dan dua masalah yang dihadapi oleh Bank Indonesia 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Point pertama yairu dengan membuat Undang-undang yang barn yang lebih 

rnenegaskan mengenai Bank Indonesia bagaimana tugas, fbgsi, kedudukan, 

tujuan terrnasuk rnengenai c a m p  tangan pi@ lain. Dan saat ini telah lahir 

Undang-undang Nomor 23 T&un 1999 tentang Bank Indonesia, dimana banyak 

kalangan masyarakat berharap dengan keluarnya undang-undang ini Bank 

Indonesia &an menjah bank sentral yang mvldiri bebas dan campur tangan 

pemerintah dan pi@ lain. 

Penyelesaian untuk masalah point yang kedua yaitu jika terdapat 

keterlambatan dalam menyampaikan laporan maka akan dikenai sanksi 

administrasi krdasarkan surat keputusiin yang dkeluarkan oleh Direksi Bank 

Indonesia. Untuk setiap keterlambatan &lam rnenyampaikan laporan keuangan 

tahman dan terlzmbat rnengumumkan laporan keuangan publikasi sesuai dengan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/176/KEP/DtR tentang 



Laporan Keuangan Tahunan dan L~poran Keuangan Publikasi akan dikenai denda 

sebesar Rp. 1.000.000,- per hari dan apabila tidak menyampaikiin laportin 

tersebut, akan dikenai sanksi denda Rp. 500.000.000,-. Untuk keterlambatan 

laporan pelaksanaan mengenai batas rnaksirr~cuu pemberian kredi~ ciaiam jangica 

waktu empat beIas hari kerja setelah &ir buian iaporan akan dikenai den& 

se'oesar Rp. 1.000.000,- danbila tidak menyarr~paikaii den& seksarnya 

Rp. 30.000.000,- bila bank tidak menyampaikan rencana penyeiesaian 

peianggaran batas maksimum pemberian krecht &an cfikenai den& sebesar 
.- 

Rp. 30.000.000,- dan tidak menyampaikan dendanya sebesar Rp. 100.000.000,- 

dan bila tidak menyam pai kan akan didendit sebesar Rp. 500.00ii.i~ilU~- untulc 

pelampauan batas maksimum pembenan kiedit dan pelanggarannya jika teriambal 

menyampaikan akan hkena~ denda sebesar Kp. i.iiiiii.ii00,- dan bila hdak 

menyampaikan aican dikenai denda dengan Rp. 3.000.000,-. Dan untuk laporan 

laimya seperti laporan mengenai posisi devisa neio juga akan dikemi sanksi 

denda se&sar Rp. 1.000.000,- perhari untuk setiap keterlambatan dan denda 

sebesar Rp. 10.000.000,- jika terdapat koreksi yang h s a m p k m  satu masa 

laporan berikutnya setelah masa penyampaikan laporan dikenai denda sebesar 

Rp. 100.000,- dan jika dua masa !aporan berikutnya sdeiaii inasa penyampzrlan 

Iaporan dikenai denda se&sar Rp. 1.000.000,-. Sanksi juga bisa dikenakan oleh 

Bank Indonesia berdasarkan ketentum Undang-undang iu'omor i O Tanun 1998 

tentang Perbankan Pasai 52 ymg saiah satunya yaitu penurunan tingkat iceseharan 

balk. 



I. Petiitiiiiiars dfiii Pengawws 3aiik Iadsaesia terhadap Bank 

Bank Indonesia melakukan pembinaan terhadijrp bank-bank yang ada di 

Indonesia yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Iiaicyat, dan Bank Syari'ah. Bank 

lndonesia &an melakukan pembinaan terhadap bank yang kelangsungan 

hidupnya terancam. 

Menurut Bapak Budi Gunawan dari Bank Indonesia, jika kelar~~siingaii 

hidup bank rerancam maka Bank Indonesia akan meminta kepada para pemegang 

saham atau pengurus bank yang bersangkutm untuk me1aku;cm berbagai rindaican 

perbaikan untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi oleh bank yang 

bersangkutanL' Tindakan perbaikan yang diminta oleh Bank ~ndonesia adalah 

sesuai dengan perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang temang cidm pasai 37 

yaitu : 

1. Penambahan Modal 

Modal yang hams dimiliki bank adalah sesuai dengan apa yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimal 8%. Jika pihak bank tidak 

memenuhi ketentuan modal yang hams dimiliki, maka Bank Indonesia akan 

meminta kepada pemegang saham atau pengurus bank yang bersangkutan 

untuk menambah m&l bank sehingga kecukupx~ inodal minimal 8% 

terpenuhi. Langkah yang diambil oleh Bank Monesia, apabila kecuitupan 
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modal minimal % tidak terpenuhi maka dapat dipastikan bank dalam keadaan 

sakit, sehingga perlu diambil tindakan seperti penutupan bank atsiu magel 

sebagai tindakan penyelamatan bank. Djsarnping kecukupan modal yang 

hams dipenuhi cian merupdcan syarat utama kesehaian bank, ada syarat lain 

yang juga perlu diperhatikan yaitu rnengenai Nun Performing Lorn sebesar 

5%. Hal ini hams dipenuhi oleh bank agar tidar; icqadi tindaharl penuiupari 

bark aiau penggabungan bank seperti yang diiainritan oien Eark incionesia 

dan juga Bacian Penyenat Perbankan ~as iena i  terhaciap i 6 banic yang ndaic 

,: 
memenuhi niiai kecukupan modal dan  on p ~ b m i n g  Loans. Berikut data ai 

bawah ini yang ciiperoleh dari Bank Indorizsia : 

No. 1 Bank Car 

4,1 5% 

6,5 % 

7,55 % 

11,9% 

6,2 % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

NPL 

Bank Universal 

Bank Prima Ekpress 

Bank Patriot 

Bank Bali 

Bank Arta Media 

2. Penggantian ajaran pengums bank 

Hal ini bisa terjadi jika menurut penilaian Bank Indonesia para 

pengurus bank tersebut tiak rnampu rnengurus bank Iagi, sehingga bila tetap 

dipegang oleh pengurus yang lama Ampa ada sesuatu penggantian maka 

dikhalvatirkan kelangsungan hidup bank akan ierancam. Penggantian Jajarm 

pengunis bank ini terlebih Oahulu har t  aelalui Rapat Umum Pemegang 



Saham. Ini diperlukan agar langkah yang akan diambil terkoordinasi dengan 

baik gcna langsungan hidup bank. 

Penghapus kredit macet adalah langkah akIur yang ltempuh terlebih 

aanuiu dilakukan upaya-upaya seperti penjadwalslil kembali yaitu perubirar~ 

syarat kredit yang hanya menyanght jadwal pembayaran &in atau jangka 

waktunya, upaya selanjutnya yaitu persyarsitan kembaii rnakaiidl~ya pel ribairail 

sebagan atau syarat icredit secara iceselunrhan, yang tidak hanya atau terbaias 

pada perubahan jaawai pembayaran, jaawai waknr dan juga persyaralzln 

iainnya sepanjang rid& rnenyanght perubahan maicsimum saldo kreciit, 

upaya ketiga yaitu penataar? kembali maksud~tya perubahan syarai-syaisii 

kre&t yang menyangkut penambahan dam bank atau konvesi sellrruh atiiu 

sebagai tunggakan bung  menjadi pokok kredit baru Ada juga upaya lain 

yang dilahikan oleh pihak bank yaitu dsngan melakukan sita jaminan yang 

akan dilakukan pelelangan terhach~ ba r i  yang mer~~acii j arilir~iiii. B ~ I  aitg y ang 

clilelang ini biasanya untuk membayar krexht yang menunggak dan bila masin 

sisa, maka hasii Zelang tersebut akan dikembaiiican kepada debitur. Dan ada 

kalanya barang ymg dlelang itu ternyata tidak mencukupi unmk membayar 

kredit yang menunggak. Dan terkadang pihaii bank 'wrsikap iidaic a&ii dala~n 

melakukan sita jmimq debitur yang berasal d m  kalangan biasa dan debitur 

dari kalangan pengurusaha Debitur dari kalangan biasa yang sebeniunya 

menggunakan dana ymg diperolehnya &ri bank untuk usaha, akan terus 

ditekan oleh pihak bank jika batas w z h  pembayaran ieiail iiba claii biia tl&h 



mampu membayar mereka hanya diberi surat peringatan saja. Dan jika tetap 

tidak bisa membayar maka agunan akan disita, banh yang kahnya untuk 

membiaya proyek yang menjanjikan, bpi temyata tidak untuk membiayai 

usahanya melainkan -mtuk ke~wrluan konsuriiiii: 

Banyak kasus yang terjadi dan tehngkai  setelah knsis meiarrh 

Indonesia, contohnya Edy Tanzil yang mernperolei.1 h n a  &rI BapIiiilo yang 

katanya untuk usahanya dengan mengguna'kan Golden Key Group sebagai 

kedok. Temyata h a  ymg diperoleh masuk ke kantong pbadi  dm usaha 

yang dilakukan itu bohong alias f ik t~f .  Edy TanziI bisa memperoieh ciana dari 

Eapindo karena ia dekat dengan pngusatii wiliiu IIU Qiin behe~jasaltiii &z:rlgall 

para pejabat Bapindo agar mernperoleh dana, dan pada akhrnya krecirt 

tersebut macet. Tidak a& pernyataan terhadilp aguan karena pa& s a t  rrtereka 

meminjam dana dari bank ridair mengpakan jaminan zpapun kecuaii dengan 

rnenggunakan sumt saki atau katabelece. Yang terjadi pacia s a t  itu jus~ru 

menghapw bukukan krcdit oieh p i ~ k  bank. Perbeciaan yang mencoiok terjadi 

dengan bank yang krprinsip syari'ah, disini perbe- terlihat miriai pa& 

misi pemberian kredit. Khusus DL& yang berprinsip syari'ah, kredit dibenkan 

pada kelas menengah ke bawah dan bentd-"veiui memeruitarr &iii iirriuk 

inelakukan usaha dengan prinsip bagi hasil. Dan bila kredit yang diberikan 

untuk usaha tidak dapat dikembalikan maka pihak bank tidak &an menkinla 

kembali kredit yang diberikan, biia rnemang agunan jiang rnenjadi jaminan 

tidak mencuhpi. 



4. Penggabungan bank (merger/consolidation) 

Penggabungan bank atau merger adalah suatu upaya yang dilakuitan ole11 

Bank Indonesia dan Badan Penyehat Perbankan Nasional apabila nilai CAR 

atau kecukupan modal minimum cia11 NPL atau kredit yang daian~ k e a h n  

sakit. Setelah ciilakukan upaya-upaya perbaikan baik oleh Bank Indonesia 

maupun Badan Penyehat Perbaniian Nasicrr~iil iiiiiii ~ U I I ~ U I I ~  I I I ~ ; L I ~ ~ ~ I ~ ,  makit 

bank- bank yang dimungkinkan untuk merger segera aiupayaican untuk merger 

dengan terlebih dafiulu memperole ti kin dari Kapai iirnum Femegig Sairiirt~ 

cfan selanjutnya memperoieh izin dari Menteri Keuangan dan juga 

memperoleh pertimbangan dari Bank iiidonesia. Penggaburtgaii bald Ini tidaic 

berarti mengacuhkan para pemiiik saham, bag parg-pemegang saharn pubiik 

ciapat menjual sahamnya dengan harga yang layak atau bisa juga para 

pemegang saham ini tetap memiliki sahamnyi dm tentunya dengan teriebih 

dahulu akan dilakukan peniiaian oleh tim penilai. NIiai sahalci aksn 

disesuaikan dengan bank yang digabung, sehingga tidaic ada pihak yang 

merasa drugikan. Penggabungan bank ada ld~  iangkah yang aman yang 

diambil oleh Bank Indonesia, dibanding dengan iekapitulasi ataupun likuidasi 

yang mernerlukan baiaya yang besar. 

5. Bark dijual kepada pihak yang b e r d a  mengambil alih s e l m h  kewajiban 

Langkah ini diambil bila ada pihak pembeli yang memang bersedia 

mengambii alih seluru'h kewajibar? bark tanpa kecuaii. Dan renrunya 

kepemilikan bank akan berpindah tangan kepada -pembtt i bank. 



6. Barrk menyeiahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada 

pihak lain. 

Hal ini ditempuh dalam rangka untuk mempertahankan atau menyelaiiatkaii 

bank sebagai lembaga kepecayaan masyarakat. Yang diserahi unruic 

mengelola se lwi i  atau sebagian kegiatan bank bisa bank iain, badan usaha 

lain atau juga individu yang memiliki kemampuan untuk mengelola bank 

dengan baik dan professional. 

7. Bank menjual sebagian atau selumh harta dan atau kewajiban bank kepada 

bank atau pihak lain. 

Tindakan ini diambil dengan tujuan yang sama seperti di atas yaiuii uniuk 

me~lyelarnatkan bank clan melindungi nasabah dan agar kepercaym 

masyarakat terhadap bank tidak menurun. 



BAB N 

PENUTUP 

A. Kesimputao 

Dan uraian rnengenai mgs i  dan peranan Bank Indonesia dalam 

pembinaan dan pengawasan bank maka penulls dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bank Indonesia mempakan Bank Sentral yang diberi wewenang melakukan 

pembinan dan pengawasan atas semua jenis bank yang beropemi di 

Indonesia. 

Dalam pengawasan bank dikenal dua pendekatan, yakni pengawasan tidak 

langsung (08 site supervision) clan pengawasan langsung (on site 

exumznu~~an) yang dilaksanakan secara simultan Pendekatan pertama lebih 

difokuskan pada analisa laporan-laporan yang disampaikan bank. Sedangkan 

yang kedua dilakukan melalui pemeriksmn langsung pa& Bank. 

2. Bank Indonesia dalam menja!ankan fungsi dan perannya ada dua masalah 

yang dihadapi yaitu adanya campur tangan clan pemerintah, pihak perbankan 

yang terlambat menyampaikan lapcra~? keuangan atau tidak ine~yampaikan 

laporan keuangan. Dengan lahimya UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 

Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa pihak Bank Indonesia 

berhak untuk menolak campur tangan dari Pemerintah maupun pihak lain. 

Dan apabila terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan 

atau ti& menyampaikan maka akan dikenakan sanksi administrasi dengan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. 



B. Saran-saran 

Selama penulis mengadakan penelitian di Bank Indonesia, ada banyak ha1 

yang menarik bagi penulis. Di bawah ini penulis &an rnencoba untuk 

memberikan bebetapa saran y a ~ g  sedehana, agar &pat memben masukan yang 

rnungkin bermanfaat. Saran-saran yang &pat penu!is kernukakan adalah sebagai 

berikut : 

1 .  Hendaknya Bank Indonesia dalm mengambii keputusan mengenai keadaan 

suatu bank dan langkah-langkah yang ingin dtempuh tidak ragu-ragu, tidak 

takut, mengiraukan tekanan pihak luar atau ju& fah-tor lainnya. 

2. Setelah keluarnya undang-undang yang barn ini, maka bila masih terdapat 

campur tangan dari penguasa a t a ~  pernerintah Bank Indonesia berhak untztk 

menolaknya. 

3. Bank Indonesia harm marnpu rnenmjukkan lcemampuan dan kinerjanya yang 

baik selaku bank sentral. 

4. Setiap kebijakan yang &ambil olch Bank Indonesia mestinya lebih 

memikirkan kepentingan masyarakat bank bukan kepentingan sekelompok 

golongan atau kepentingan para penguasa saja. 
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